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ABSTRAK
Pembangunan kapitalisme militer negara Asia Timur  yaitu oleh Korea Utara
yang  membuat  Jepang merasa  terancam kedaulatan  ruang  udaranya  yang  ditandai
dengan  uji coba peluncuran rudal balistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis status hukum dan akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik
Korea  Utara  yang melintas  di  atas  wilayah kedaulatan  Negara  Jepang.  Hasil  dari
penelitian ini adalah status hukum uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan
Korea  Utara  melintas  di  atas  kedaulatan   Negara  Jepang  adalah  illegal.  Apalagi
pengembangan  rudal  balistik  untuk  kepentingan  nuklir  tersebut  bukan  untuk
kepentingan  damai  dan   jika  menelaah  kembali  pada  Nuclear  Non-Proliferation
Treaty (NPT) dimana Korea Utara bukanlah Nuclear Weapon States (NWS). Walaupun
dalam Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah,
melintasnya  rudal  jelajah  di  wilayah  kedaulatan  udara  negara  lain  tetap  tidak
dibenarkan  karena  dengan  terbang  dan  melintasnya  rudal  jelajah  tersebut  maka
kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  negara  yang  bersangkutan  menjadi  tereduksi  unsur
penuh dan kemutlaknnya. Sehingga akibat hukum dalam kasus uji coba rudal balistik
yang  dilakukan  Korea  Utara  yang  melintasi  kedaulatan  ruang  udara  Jepang  jelas
merupakan  pelanggaran  kedaulatan,  karena  tidak  adanya  persetujuan  oleh  Jepang
untuk melakukan uji coba tersebut.
Kata Kunci: Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, Konvensi 
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ABSTRACT
Development  in  military  capitalism in East  Asia  countries  such as  in  North
Korea puts the sovereignty of Japan in jeopardy due to the launch of ballistic missile
by North Korea. This research is aimed to investigate and analyse the legal status and
legal consequences of ballistic missile crossing over the area of sovereignty of Japan.
The result of this research reveals that the legal status of missile test performed by
North Korea that crosses over the sovereignty area of Japan is illegal. Moreover, this
launch is  not  addressed  to  peace,  and based on Nuclear  Non-Proliferation  Treaty
(NPT), North Korea is not one of Nuclear Weapon States (NWS). Despite the fact that
Convention  of  Chicago  1944  does  not  regulate  cruising  missile,  still  the  missile
crossing over the sovereignty of Japan is not acceptable because it could reduce the
element of absoluteness of the sovereignty of the state. Therefore, it is concluded that
the missile test performed by North Korea is an infringement of sovereignty, as it is
done without the consent of Japan. 
Keywords: Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, Convention of
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1.1 Latar Belakang 
Setelah terjadinya Perang Dingin di daerah Asia timur terjadi berbagai 
konflik regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian dunia in-
ternasional, khususnya tentang masalah keamanan yang menyangkut kapitalisme 
militer negara-negara di kawasan ini, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Korea 
Utara dan Taiwan. Hal ini utamannya disebabkan adanya pembangunan kapitalisme 
militer negara Asia Timur yaitu oleh Korea Utara yang membuat Jepang merasa 
terancam kedaulatan ruang udaranya. Pembangunan kapitalisme militer oleh Korea 
Utara tersebut, ditandai dengan  uji coba peluncuran rudal balistik. 
Korea utara sendiri telah berulang kali melakukan uji coba peluncuran 
rudal balistik, seperti pada uji coba peluncuran rudal Hwasong-12 pada Selasa 29 
Agustus 2017 dari sebuah lokasi di dekat Pyongyang. Rudal itu menempuh jarak 
sekitar 2.700 km dan melintas di atas wilayah Jepang, yaitu di kawasan Hokaido, 
sebelum jatuh ke laut sekitar 1.180 km dari pantai timur Jepang.1 Menurut Korea 
utara, peluncuran rudal itu sebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer 
gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan yang saat ini sedang berlangsung dan 
juga langkah pertama operasi militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebe-
lum menyerang Guam. Presiden Korea Utara, Kim Jong Un juga memerintahkan 
agar digelar lebih banyak latihan uji coba rudal dengan target pulau Guam yang 
                                                 
1 Dian Wirengjurit, Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, Pengertian Sejarah, dan Perkem-



















merupakan pusat militer AS terbesar di Pasifik dan dimana terdapat sekitar 160.000 
warga AS. Korea Utara telah banyak melakukan serangkaian uji coba peluncuran 
rudal  balistik. Uji coba rudal balistik yang melintasi wilayah udara Jepang tersebut 
merupakan hal yang langka, dikarenakan tindakan uji coba peluncuran rudal balis-
tik untuk keperluan militer tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. 
Meskipun demikian militer Jepang tidak mengambil tindakan untuk menembak 
jatuh rudal balistik milik Korea Utara yang melesat ke arah timur dengan jarak 
hampir 3.000 km.2 
Konsekuensi yang ditakutkan dari uji coba peluncuran rudal balistik adalah 
mulai dari jatuhnya korban jiwa, hingga ketegangan yang ditimbulkan dari kek-
hawatiran yang tinggi di dunia internasional khususnya negara Jepang jika hal ter-
sebut kembali terulang. Salah satu dampak lain dari uji coba tersebut adalah pelang-
garan terhadap kedaulatan wilayah udara Negara Jepang. Korea Utara menjadikan 
ruang udara Jepang sebagai rute terbang peluncuran rudal balistik Hwasong-12.3  
Hakekatnya wilayah kedaulatan suatu negara akan meliputi ruang udara 
diatasnya. Di dalam suatu dalil “cujus est solum, ejus est usque ad coelom”4. Yang 
mengandung pengertian jika barang siapa memiliki sebidang tanah, maka berarti 
pula memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai 
dengan ke langit dan segala sesuatu yang berada di tanah. Jadi pada prinsipnya, 
fungsi dan pelaksanaan kedaulatan di ruang udara dilaksanakan di wilayah negara 
tersebut. Sedangkan kedaulatan suatu negara sendiri adalah kekuasaan yang paling 
                                                 
2Ibid., hlm. 400 
3 Diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk orea_nuclear/now_02_de-
tail.htm?No=2393, , tanggal 21 Oktober, pukul  02.45 wib. 
4 Hans Kelsen, Hukum dan Law and State, Russel, New York, Politik Kedirgantaraan, Pradnya 



















tinggi dalam negara. Batasan dari kedaulatan ialah wilayah dari suatu negara itu 
sendiri, yaitu baik wilayah udara ataupun darat. Didalam sejarahnya sendiri pernah 
ada perdebatan mengenai apakah suatu negara mempunyai kedaulatan di wilayah 
udaranya ataukah tidak, dan saat ini perdebatan itupun telah dapat dijawab dengan 
adanya berbagai macam teori dan bahkan telah diatur kedalam hukum positif inter-
nasional, jika semua negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan juga eksklusif 
pada ruang udara di atasnya.  
 Pada Convention on International Civil Aviation 1944 atau yang lebih 
dikenal dengan Chicago Convention, berdasarkan Pasal 1 disebutkan bahwa  
“The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sov-
ereignty over the airspace above its territory.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebut-
kan bahwa “For the purpose of this Convention the territory of a State shall be 
deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sov-
ereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.5” 
 Dengan begitu berarti dengan diakuinya kedaulatan suatu negara di ruang udara 
maka berdampak setiap pesawat udara yang memasuki wilayah udara negara lain 
harus memperoleh izin, termasuk rudal balistik jarak jauh yang memasuki kedau-
latan negara lain. 
Rudal balistik sendiri ialah salah satu diantara berbagai metode yang saat 
ini dapat digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir, sehingga pengembangan 
rudal balistik jarak jauh tidak terlepas dari nuklir. Peluru kendali jarak jauh sendiri 
juga telah ditemukan puluhan tahun lalu yang digunakan untuk keperluan militer, 
mulai dari yang paling sederhana yaitu yang menggunakan perhitungan gaya dan 
saat ini yang paling canggih yaitu rudal balistik antar benua yang menggunakan 
                                                 
5 Ida Bagus Rahmadi Supancana, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan, pen-





















teknologi komputerisasi. Peluru kendali balistik sendiri ialah peluru kendali yang 
menggunakan lintasan trayektori yang ditentukan dengan balistik dalam sistem 
pengirimannya tersebut. Namun peluru ini hanya dikendalikan pada saat pe-
luncurannya saja.6  
Peluru kendali balistik yang pertama adalah yang dikembangkan NAZI 
yang bernama roket V-2 pada tahun 1930 dan 1940an atas intrukturisasi dari Walter 
Dornberger.7 Penggunaan senjata nuklir yang pernah terjadi yaitu pada serangan 
bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden 
Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang terjadi selama Perang Dunia II terhadap 
Kekaisaran Jepang dimana nuklir “Little Boy” dijatuhkan di kota Hiroshima pada 
tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan 
bom nuklir “Fat Man” di atas Nagasaki. Bom atom ini membunuh sebanyak 
140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945.8 Sejak 
itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang 
dikeluarkan oleh bom. Pada kedua kota, mayoritas yang tewas adalah penduduk. 
Serangan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan banyak kerugian 
serta menyisakan ketakutan pada masyarakat internasional terutama negara-negara 
yang tidak memiliki teknologi nuklir.9 
 Untuk mencegah penggunaan nuklir sebagai alat perang terulang kembali, 
dibuatlah traktat Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) di awasi oleh Badan 
                                                 
6 Diakses dari http://januari-2010.andrafarm.com/id1/2895-2783/Peluru-Kendali_25024_januari-
2010-andrafarm.html tanggal 19 Februari 2018, pukul 05.08. 
7 Joseph S. Bermudez, Jr., A History of Ballistic Missile Development in the DPRK, Occasional 
Paper No. 2, Center for Nonproliferation Studies, 1999, hlm. 298 
8 Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki, diakses 
tanggal 29 mei 2018 
9Astuti, Meta Sekar Puji, Apakah Mereka Mata-mata? Orang-orang Jepang di Indonesia, Ombak, 



















Tenaga Atom Internasional/International Atomic Enegy Agency (IAEA) yang ber-
tugas mengawal dan mengawasi terhadap semua peralatan, bahan - bahan dan in-
stalasi nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional ini merupakan sebuah badan 
otonom di bawah kendali PBB dimana setiap tahun melaporkan tentang 
kegiatannya kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB). 
Negara-negara peserta Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) mempunyai 
kewajiban untuk memberi akses bagi Atomic Enegy Agency (IAEA) terhadap setiap 
program nuklir yang akan maupun tengah dijalankan.10  
Uji coba peluncuran rudal balistik memiliki beberapa dampak dari bahaya 
nuklir yang pernah terjadi, seperti salah satunya tragedi bocornya reaktor nuklir di 
Fukushima, Jepang, akibat gempa yang terjadi pada Senin 5 Desember 2011. Aki-
batnya, air radioaktif dari pabrik tersebut kemungkinan mengalir ke laut dan mem-
icu kekhawatiran krisis nuklir. Air yang bocor tersebut mengandung radioaktif cae-
sium 134 sekitar 16.000 becquerels per liter dan cesium 137 sekitar 29.000 becque-
rels, yang melebihi batas keselamatan oleh pemerintah. Air yang terkontaminasi 
juga mungkin mengandung zat-zat radioaktif lain seperti strontium yang diketahui 
dapat menyebabkan kanker tulang pada manusia. Beberapa dampak kesehatan aki-
bat paparan radiasi nuklir antara lain kanker terutama kanker kelenjar gondok, mu-
tasi genetik, penuaan dini dan gangguan sistem saraf dan reproduksi.  Walaupun 
tidak ada korban jiwa dalam kebocoran itu, namun ratusan ribu warga dievakuasi 
untuk menghindari paparan radiasi nuklir tersebut.11  
                                                 
10 Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi 
Hubungan Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 80. 
11 Diakses pada, dari https://www.liputan6.com/news/read/2234651/5-tragedi-nuklir-terparah 



















Peristiwa peluncuran rudal balistik tidak hanya berkaitan dengan negara 
bersangkutan, tetapi berdampak pada negara tetangga dari negara-negara pemilik 
teknologi nuklir tersebut. Dampak yang dimaksud disini ialah mengenai isu per-
tahanan negara dikarenakan uji coba peluncuran rudal balistik. 
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian pada skripsi ini penulis 
memberi judul “Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Uji Coba Peluncuran 
Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang di Tinjau dari 






















No Judul Penelitian Rumusan Masalah Pembeda 
1. Kerjasama Per-
tahanan Anti Rudal 
Balistik Antara Jepang 
Dan Amerika (Japan-
Amerika Alliance For 












tik oleh Korea Utara ter-
hadap strategi per-
tahanan Korea Selatan 
pada tahun 2006-2012? 
 
2.Apa sajakah dasar 
hukum dari kerjasama 
antara Jepang Amerika 
terhadap gerakan anti 
rudal balistik ? 
 
Perbedaan dari penelitian 
sebelumnya adalah disini 
penulis mengkaji mengenai 
legalitas dan pertanggung ja-
waban negara-negara pemilik 
senjata nuklir yang 
melakukan uji coba  pe-
luncuran rudal balistiknya 
yang melintasi negara 
tetangga yang turut meretifi-
kasi Nuclear Non-Prolifera-
tion Treaty. Sedangkan pada 
penulis terdahulu  ialah 
mengkaji mengenai per-
tahanan anti rudal balistik an-
tara Jepang dan Amerika Sri-
kat, serta membahas dampak 
dari uji coba peluncuran rudal 
dan juga pengembangan 




















2 Propaganda Nuklir Ko-
rea Utara (Studi Perla-














propaganda yang dibuat 




Perbedaan dari penelitian 
sebelumnya ialah  pada 
penelitian ini membahas 
mengenai peluncuran rudal 
balistik oleh negara-negara 
pemilik senjata nuklir yang 
melakukan uji coba pe-
luncuran nuklir dan berdam-




dahulu hanya membahas ten-
tang propaganda nuklir dan 
kepentingan terkait dikem-




















1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana status hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang 
melintas di atas wilayah kedaulatan ruang udara Jepang? 
2. Bagaimana akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang 
melintas di atas wilayah kedaulatan ruang udara Jepang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui dan menganalisis status hukum uji coba peluncuran rudal balis-
tik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan ruang udara Je-
pang. 
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap uji coba peluncuran 
rudal balistik Korea Utara yang melintasi kedaulatan ruang udara Jepang. 
1.4   Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 
pemikiran pada ilmu hukum pada umumnya serta khusus mengenai status dan 
akibat hukum dalam peluncuran rudal balistik Korea Utara. 
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 
serta wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan akibat hukum dan juga status 
hukum dari uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintasi ruang 
udara Jepang. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi 
pemerintah terhadap peluncuran rudal balistik yang berkaitan dengan kedaulatan 
negara di ruang udara. 



















 Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara berurutan dan saling 
berkaitan. Berikut adalah uraian singkat pembagian pokok-pokok bahasan yang 
akan dibahas pada tiap-tiap bab sebagai berikut 
BAB I: PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang pemilihan masalah dalam penu-
lisan ini. Selain latar belakang masalah dalam bab ini juga akan yang men-
guraikan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama, tujuan 
penelitian yang menjawab masalah yang telah dirumuskan, manfaat penelitian 
baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan diuraikan konseptual mengenai kajian umum tentang 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, kajian umum tentang rudal balistik, kajian umum 
tentang kedaulatan ruang udara, kajian umum tentang status hukum dan akibat 
hukum. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, jenis dan sumber, serta 
teknik pengambilan data, teknis analisa data, serta definisi konseptual. 
BAB IV: PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan apa saja mengenai status hukum dari rudal balistik yang 
dimiliki oleh Korea Utara dan juga kedaulatan ruang udara negara yang dijadi-
kan rute rudal balistik. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 





















 KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1 Kajian Umum Tentang Status Hukum dan Akibat Hukum 
2.1.1. Status Hukum 
 Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius), 
sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Karena hukum sifatnya 
universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada satupun segi 
kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.12 
Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan 
dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam 
masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa 
proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang 
dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan 
memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu 
proses.13 
Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan 
apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau 
tidak.14 Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk 
bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk 
                                                 
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya, Bandung, 1996, Surabaya, hlm. 8. 
13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16. 



















mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma 
pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (das sollen) dan bukan yang 
ternyata ada (das sein). Hukum sebagai norma juga memiliki watak das sollen. 
Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum 
menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam 
kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai 
norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat 
dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (legal responsibility). 
2.1.2. Akibat Hukum 
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.15 Ka-
rena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu 
perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat 
hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya 
suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syar-
ifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain 
yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan 
telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.16 
Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tid-
aknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai 
berikut: 
                                                 
15 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 45. 



















1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum 
atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah di-
atur oleh hukum. 
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan 
hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang). 
2.2 Kajian Umum Tentang Rudal Balistik 
2.2.1.   Sejarah Perkembangan Rudal Balistik 
Peluru kendali jarak jauh sudah ditemukan puluhan tahun lalu yang 
digunakan sebagai keperluan militer, mulai dari yang paling sederhana yaitu yang 
menggunakan perhitungan gaya dan saat ini yang paling canggih yaitu rudal balistik 
antar benua yang menggunakan teknologi komputerisasi.  
Peluru kendali balistik sendiri ialah peluru kendali yang menggunakan linta-
san treyektori yang ditentukan dengan balistik dalam sistem pengirimannya terse-
but. Namun peluru ini hanya dikendalikan pada saat peluncurannya saja. Peluru 
kendali balistik yang pertama adalah yang dikembangkan NAZI yang bernama roket 
V-2 pada tahun 1930 dan 1940an atas instruksi dari Walter Dornberger.17 Peluru 
balistik ini bias diluncurkan dalam lokasi tetap seperti silo misil, kendaraan pe-
luncur, pesawat, atau kapal selam. Tahap peluncurannya sendiri berlangsung dari 
beberapa detik sampai beberapa menit saja dan juga terdiri dari dua sampai tiga 
roket. Troyektori dari rudal balistik ini sendiri terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 
peluncuran, tahap terbang bebas dan fase memasuki kembali atmosfer bumi.18 
                                                 
17 Joseph S. Bermudez,. Op.cit. hlm. 5 




















Rudal balistik adalah satu diantara cara untuk melakukan peluncuran bom 
nuklir. Sedangkan senjata nuklir atau biasa juga dikatakan sebagai senjata 
pemusnah massal adalah senjata yang memperoleh tenanganya dari reaksi nuklir 
dan memiliki daya pemusnahan yang sangatlah dahsyat. Bahkan sebuah bom nuklir 
juga dapat memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir sudah pernah digunakan dua 
kali dalam pertempuran yaitu semasa perang dunia 2 oleh Amerika Serikat terhadap 
kota-kota Jepang, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada masa perang dunia 
kedua itu daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan pada dua kota yaitu Hiroshima 
dan juga Nagasaki yaitu sebesar 20 kilo (ribuan) ton TNT. Sedangkan bom nuklir 
yang tengah dikembangkan Negara-negara di dunia yaitu sebesar 70 mega (jutaan) 
TNT. 19Serta senjata nuklir pada jaman sekarang telah dapat diluncurkan melalui 
berbagai cara yaitu seperti peluru kendali balistik, pesawat bom, peluru kendali 
serta peluru kendali balistik jarak benua. 
 Sebelum dikembangakan menjadi sebuah senjata pemusnah massal, 
sebenarnya nuklir telah banyak digunakan dalam teknologi pembangkit listrik. Na-
mun pada Perang dunia kedua yaitu tepatnya pada tahun 1940, pemerintah Amerika 
serikat menyetujui dana yang cukup besar yaitu 6000 dolar untuk membiayai pem-
buatan bom atom tersebut20. Yang dahulu disebut sebagai proyek manhattan yaitu 
proyek riset pengembangan pada perang dunia ke dua untuk pengembangan senjata 
pemusnah massal yang pertama. Proyek ini pada saat itu dipimpin Amerika Serikat 
dengan bantuan Kanada dan juga Britania Raya. Yang percobaan proyeknya diatur 
oleh fisikawan Amerika Serikat Julius Robert Oppenheimer 21 dan juga keseluruhan 
                                                 
19 Astuti, Meta Sekar Puji., Op.cit. Hlm 70 
20Diakses dari http://www.mofa.go.jp/policy/un/resolution1718.pdf, tanggal 20 November 2006. 



















oleh Jendral Leslie R. Groves 22setelah dengan jelas jika senjata dengan bahan 
nuklir dapat dikembangkan, dan Nazi Jerman pun tengah membuat senjata sejenis 
yang diketuai oleh Werner Heisenberg23, begitupun Uni Soviet yang diketuai oleh 
Igor Kurchatov dan juga di Jepang yang dijalankan selama Perang Dunia ke II. 
 Pada tahun 1945, bom atom untuk kali pertamanya ditembakkan yaitu di 
kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Yang dampaknya sendiri menewaskan 
90000-146000 orang di Hiroshima serta 39000-80000 korban jiwa di Nagasaki, ku-
rang lebih separuh korban di setiap kota tersebut tewas di hari pertama, dan pada 
bulan-bulan berikutnya banyak juga korban yang tewas akibat luka bakar, penyakit 
radiasi serta cedera lain disertai luka fisik dan kekurangan gizi. Efek yang ditim-
bulkan oleh serangan tersebut membuat Jepang luluh lantak dan akhirnya menyerah 
pada sekutu dan mengakhiri perang dunia ke II dengan kemenangan yang diperoleh 
oleh sekutu.24 Dan semenjak itu Negara-negara sekutu mulai banyak yang ikut 
mengembangkan senjata pemusnah massal tersebut yang pada puncaknya pada era 
perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang mana dunia saat itu 
dibagi oleh perang nuklir yang mampu memusnahkan separuh dari isi dunia jika 
kedua negara tersebut memutuskan untuk menembakkan nuklirnya tersebut. Hal ini 
pun membuat negara lainnya ikut merasa terancam dan ikut serta mengembangkan 
senjata nuklir pula.  
Ada beberapa faktor penting yang menjelaskan mengapa terjadi penyeba-
ran pengembangan nuklir di beberapa negara, salah satunya yaitu adanya security 
dilemma yang dikaranakan negara tetangga atau banyak negara sekitar yang sudah 
                                                 
22Ibid., hlm 30 
23 Ibid., hlm 40 
24Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Traktat_Pelarangan_Menyeluruh_Uji-coba_Nuklir tang-



















mengembangkan teknologi nuklir tersebut. Yang kedua dikarenakan kepemilikan 
senjata pemusnah massal tersebut dapat meningkatkan politik global negara pem-
ilik senjata nuklir tersebut seperti yang sedang terjadi pada Korea Utara dan juga 
Tiongkok saat ini. Kedua negara tersebut cukuplah rutin dalam memamerkan sen-
jata nuklir terbarunya serta keberhasilan percobaanya agar dapat disegani oleh 
negara-negara lainnya.  
Bahkan saat ini Korea Utara telah memiliki 3 model peluru sudah memilik 
daya sebesar 8000 kilometer. Dengan menggunakan Taepodong 2, Pyongyang su-
dah mampu menghantam Eropa, Kanada dan juga Amerika Serikat.25 Korea Utara 
telah menyatakan bahwa ia telah berhasil mengadakan lima uji coba nuklir pada 
tahun 2006,2009,2013 serta pada bulan Januari dan juga bulan September 2016. 
Bahkan sanksi yang diberikan oleh  Dewan Keamanan PBB dan negara-negara be-
sar lainnya tidak dapat mengurungkan niat Korea Utara untuk menghentikan pro-
gram nukirnya tersebut. Pada bulan maret 2013 setelah perang diplomasinya 
dengan Amerika serikat dan juga sanksi yang didapat dari Dewan Keamanan PBB, 
Pyongyan malah berjanji akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya di daerah 
Yongbyun. Dan Tahun 2015 operasi nuklir Yongbyung telah berjalan.26 Lalu Tiong-
kok saat ini juga tengah berusaha keras untuk menggeser posisi Amerika Serikat 
menjadi negara hagemoni dan juga sekarang Cina gemar memamerkan kekuatan 
militernya. Rusia dan Amerika Serikat bukannya tidak memiliki senjata pemusnah 
massal tersebut, bahkan aslinya kedua negara ini adalah negara pemilik senjata 
                                                 
25 Dian Wirengjurit., op.cit. hlm 112 
26 Tim Beal, North Korea The struggle Against American Power, London, Pluto Press, London. 




















nuklir terbesar didunia. Sehingga dikhawatirkan dengan banyaknya senjata nuklir 
saat ini yang mulai dikembangkan secara rahasia oleh banyak negara yang dinilai 
belum mampu untuk memiliki senjata pemusnah tersebut. Dimana ketidakmam-
puan yang dimaksud disini adalah ketidakmampuan untuk untuk mengamankan 
senjata tersebut untuk tidak jatuh ketangan yang salah dan tidak mencoba me-
nyerang negara yang lain menggunakan nuklirnya.  
 2.2.2 Kategori Rudal Balistik Dalam Dunia Persenjataan Militer 
Peperangan selalu membawa konsekuensi baik itu positif ataupun nega-
tive. Konsekuensi positif akibat peperangan ialah pesatnya perkembangan 
teknologi khususnya dalam teknologi militer serta banyaknya industri pembuat sen-
jata yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan teknologi perang 
dalam hal ini adalah perkembangan teknologi persenjataan. Tidak dapat di pungkiri 
jika pecahnya Perang Dunia 1 dan II telah membawa dampak yang luar biasa ter-
hadap perkembangan dunia persenjataan militer. Dimulai dengan varian persen-
jataan konvensional seperti pistol, senapan ringan, senapan otomatis, ranjau, granat 
tangan, granat lontar, mortar, meriam hingga kendaraan tempur sejenis tank. 
Setelah itu disusul lahirnya 2 (dua) varian persenjataan lain yang kemudian hari 
menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan pada masyarakat internasional. Kedua 
persenjataan tersebut ialah senjata kimia dan senjata biologi. 
Selain adanya kategori dari ketiga persenjataan yang telah disebutkan dan 
dijelaskan di atas, terdapat varian persenjataan lain yang hingga saat ini masih tetap 
menimbulkan perdebatan di masyarakat internasional. Varian persenjataan tersebut 
adalah senjata nuklir. Persenjataan tersebut memiliki kedahsyatan daya ledak yang 



















Hingga saat ini persenjataan tersebut definisinya bisa dianalogikan bahwa 
selain persenjataan konvensional, persenjataan kimia dan persenjataan biologi, 
senjata tersebut merupakan persenjataan nuklir. 
Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat 
ketentuan yang menyebutkan mengenai rudal balistik jika tidak terdapat ketentuan 
yang menyebutkan mengenai rudal balistik jarak jauh baik itu pada konvensi yang 
mengatur mengenai persenjataan konvensional maupun konvensi yang mengatur 
persenjataan kimia. Hal ini menyebabkan kriteria rudal balistik tidak diketahui. 
Tapi jika dilihat dari prinsip dan sifatnya pada paparan kriteria persenjataan tersebut 
terdapat variasi persenjataan yang mirip dengan rudal jelajah. 
Varian senjata yang mirip dengan rudal balistik dalam hal ini ialah roket. 
Cikal bakal rudal balistik sendiri telah berkembang pada saat pecahnya Perang 
Dunia II dengan roket tipe V-1 dan V-2 sebagaimana generasi pertama yang 
kemudian terus dikembangkan hingga muncul varian rudal balistik (cruised 
missile) dan Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) yang jarak luncur terbangnya 
bisa mencapai ribuan kilometer.27 
Adapun ketentuan di atas yang mengatur mengenai roket terdapat pada Certain 
Conventional Weapons (CCW) Protokol II pada pasal 2 ayat 1 dan Protokol III 
pasal 1 huruf b. Disamping itu jika diteliti mengenai ketentuan pada Certain Con-
ventional Weapons (CCW) Protokol II pasal 2 ayat 3 definisi rudal balistik juga 
dapat diketahui dari ketentuan tersebut. Pada Certain Conventional Weapons 
(CCW) Protokol II pasal 2 ayat 3 terdapat definisi mengenai “other devices” yang 
berarti “alat-alat lain”.28 Alat-alat lain dalam ketentuan tersebut ditunjukan kepada 
                                                 
27 Fleeman, EX., op.cit. hlm 99 



















varian persenjataan yang belum diatur dalam konvensi tersebut. Maka dengan 
demikian rudal balistik juga termasuk “other devices” atau “alat-alat lain” 
tersebut. Hal tersebut semakin sesuai, karena definisi alat-alat lain  tersebut 
menyebutkan jika alat-alat lain merupakan mesiu yang dirancang khusus untuk 
membunuh, melukai maupun menghancurkan targeymusuh baik yang dioperasikan 
dari jarak jauh maupun dioperasikan secara “automatically”. Hal ini sesuai dengan 
“cruised missilel: missile that flies low and can guide it self” (rudal jelajah 
merupakan peluru kendali yang dapat terbang rendah dan dapat memandu dirinya 
sendiri).29 
Kata automatically  dalam ketentuan other devices  dalam hal ini 
diimplementasikan pada curised missile dalam kalimat guide it self. Maka 
berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya dapat diketahui jika rudal balistik 
termasuk varian persenjataan dengan kategori persenjataan konvensional. 
2.2.3  Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik 
Berkembangnya senjata-senjata penghancur massal merupakan ancaman 
yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil. Senjata 
nuklir merupakan salah satu senjata penghancur massal yang telah menjadi bagian dari 
strategi perang (baik ofensif maupun defensif).30 Dalam Hukum Humaniter Inter-
nasional ada beberapa senjata-senjata yang dilarang dalam perang, seperti misalnya ra-
cun, senjata biologi, senjata kimia, peluru mengembang, peluru ledak, booby-trap, 
ranjau darat, senjata bakar, dan senjata laser yang membutakan.31 
                                                 
29 Fleeman, EX., op.cit. hlm 111 
30 Ambarwati, et.al, op.cit, hal. 10   
31 Dr. Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Ja-



















ICBM adalah peluru kendali balistik jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni 
Soviet pada tahun 1957 agar dapat bersaing dengan Amerika Serikat yang memiliki 
kemampuan untuk menghantam sasaran antarbenua.32 ICBM dirancang untuk dapat 
membawa senjata nuklir ke negara sasaran dan menghancurkan negara sasaran yang 
mempunyai jangkauan serangan yang sangat jauh (dewasa ini teknologi pembuatan 
ICBM sudah mampu meluncurkan rudal dalam jarak 10.000 km).33 Proses penggunaan 
ICBM ini adalah diluncurkan dengan kekuatan peluncuran roket sendiri yang dapat 
diterbangkan dengan jarak yang sangat jauh dan dengan seketika kekuatan pe-
luncurannya dihentikan saat berada tepat didekat sasaran dan pada saat itulah senjata 
nuklir yang ada di dalam rudal tersebut akan menimbulkan hulu ledak yang sangat 
dahsyat seperti bom dan akan menghancurleburkan negara sasaran dengan posisi linta-
san peluru.34 Di dalam ICBM, berisi senjata nuklir yang memiliki efek penghancuran 
secara luas apabila tepat mengenai sasaran. ICBM tersebut, tidak hanya menyebabkan 
kerusakan yang sangat hebat terhadap lingkungan alam, tetapi juga dapat membaha-
yakan rakyat sipil tidak berdosa yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh dijadikan 
sasaran perang. 
Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga melarang penggunaan ICBM ter-
sebut, jika melihat pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi dan menjadi 
pegangan bagi negara-negara yang sedang berperang. Salah satu asas yang dilanggar 
adalah asas perikemanusiaan (humanity) yaitu nilai kemanusiaan dan hak asasi manu-
sia (HAM) juga harus dijunjung tinggi para pihak yang berperang. Dalam asas ini diten-
tukan pelanggaran untuk menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka yang ber-
lebihan, penggunaan senjata terlarang, dan penyiksaan dalam perang.35 
                                                 
32 KBS World Radio, loc.cit.   
33 Ibid.   
34 Ibid. 



















Adapun prinsip-prinsip dalam hukum perang yang telah dilanggar dari 
penggunaan ICBM tersebut, antara lain: 1) Prinsip Pembedaan yaitu pembedaan antara 
kombatan dan non kombatan, 2) Prinsip Pembatasan Senjata yaitu harus dibedakan an-
tara senjata yang boleh dan tidak boleh untuk digunakan dalam perang, 3) Prinsip Pro-
porsionalitas yaitu prinsip yang melihat pada pemanfaatan senjata, dimana pemakaian 
senjata yang mengkibatkan dampak luar biasa sangat dilarang, 4) Prinsip Larangan 
Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Perlu yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan 
penderitaan yang tidak perlu itu dilarang.36 Sesuai dengan pertimbangan yang disam-
paikan dalam Kasus Senjata Nuklir, Pengadilan Internasional menyatakan bahwa 
“Negara-negara harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup 
ketika menentukan tindakan seperti apakah yang perlu dan proporsional dalam upaya 
mereka menyerang sasaran militer yang absah”.37 
 
2.3 Kajian Umum Tentang Kedaulatan Negara di Ruang Udara 
2.3.1 Sejarah Hukum Ruang Udara 
Hukum udara merupakan cabang hukum internasional yang relatif baru 
dalam perkembangannya, karena cabang hukum tersebut mulai berkembang setelah 
kemunculan pesawat udara pada permulaan abad ke-20. Pada mulanya banyak yang 
berpendapat jika ruang udara  memiliki status yang sama dengan laut, yaitu 
kedaulatan teritorial negara atas ruang udara diatasnya dengan ketinggian tertentu 
dan selanjutnya berlaku aturan kebebasan sebagaimana kebebasan di laut lepas. 
Akan tetapi masih banyak negara yang memperdebatkan pendapat tersebut, karena 
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negara menganggap ruang udara dalam keseluruhannya tetap ditundukkan pada 
kedaulatan negara yang berada di bawahnya. 
Kedaulatan suatu negara sendiri adalah kekuasaan yang paling tinggi dalam 
negara. Batasan dari kedaulatan ialah wilayah dari suatu negara itu sendiri, yaitu 
baik wilayah udara ataupun darat. Didalam sejarahnya sendiri pernah ada perde-
batan mengenai apakah suatu negara mempunyai kedaulatan di wilayah udaranya 
ataukah tidak, dan saat ini perdebatan itupun telah dapat dijawab dengan adanya 
berbagai macam teori dan bahkan telah diatur kedalam hukum positif internasional, 
jika semua negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan juga eksklusif pada ru-
ang udara di atasnya.  
2.3.2 Konvensi Paris dan Konvensi Chicago 
1. Sejarah Konvensi Paris 
Pada tanggal 13 Oktober 1919 di ibu kota negara Prancis, yakni Paris telah 
ditandatangani sebuah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai Navigasi 
Udara. Konvensi tersebut memiliki nama asli Convention Relating To The Regula-
tion of Aerial Navigation yang kemudian biasa disebut dengan nama Konvensi 
Paris. Penandatanganan Konvensi tersebut disiapkan oleh suatu Komisi Khusus  
yang dibentuk oleh Dewan Tertinggi negara-negara sekutu yang kemudian ditanda-
tangani oleh 27 negara yang terdiri dari negara-negara sekutu, beberapa Repulik di 
Amerika Latin dan negara-negara lainnya.38 
Konvensi Paris tersebut merupakan upaya pertama dalam pengaturan in-
ternasional secara umum mengenai penerbangan udara. Hal ini dapat dilihat bahwa 
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meskipun negara-negara yang turut serta dalam penandatanganan Konvensi Paris. 
Negara-negara tersebut juga diizinkan untuk memuat perjanjian-perjanjian bilateral 
diantara mereka asalkan dengan syarat perjanjian tersebut tetap mematuhi dan tidak 
keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam Konvensi Paris. Akan 
tetapi dalam Konvensi Paris tersebut terdapat kecacatan. Terutama kecacatan di da-
lam hal keadilan bagi negara-negara bekas musuh yang terlibat Perang Dunia 1. 
Sebagaimana diketahui jika Konvensi Paris ini disusun oleh komisi khusus yang 
dibentuk oleh komisi khusus Dewan Tertinggi negara-negara sekutu. Jadi konvensi 
tersebut seolah-olah merupakan instrumen hukum yang pelaksanaannya terbatas 
pada hubungan antara negara-negara yang memenangkan Perang Dunia 1.Hal ini 
bisa dilihat dari keikutsertaan negara-negara bekas musuh yang ditundukkan pada 
syarat-syarat cukup ketat. Seperti pada Konvensi Paris yang memberikan persyara-
tan jika negara-negara tersebut hanya bisa menjadi negara pihak setelah masuk 
menjadi anggota pada Liga Bangsa Bangsa (LBB) atau paling tidak atas keputusan 
dari ¾ negara-negara pihak pada Konvensi.39 
Selain itu terdapat beberapa hal penting dari Konvensi Paris 1919 yang 
patut digaris-bawahi, yaitu:40 
1. Kedaulatan diakui secara penuh dan mutlak di wilayah udara diatas terito-
rial. 
(Pasal 1 Konvensi Paris) 
2. Pada masa damai diakui adanya kebebasan (hak lintas damai) yang berlaku 
tanpa diskriminasi bagi negara-negara anggota terhadap pesawat udara sipil. 
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(Pasal 2 Konvensi Paris) 
3. Adanya diskriminasi antara negara-negara anggota (sekutu) terhadap yang 
bukan negara anggota, terutama Jerman dan sekutu. (Pasal 5 Konvensi 
Paris) 
Akibat adanya beberapa hal diatas terutama mengenai adanya diskriminasi 
dan hak lintas damai, maka hal ini menyebabkan adanya negara-negara yang eng-
gan untuk masuk menjadi pihak dan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam 
Konvensi Paris. Adapun alasan negara-negara yang enggan menjadi anggota dalam 
Konvensi Paris tersebut ialah:41 
1. Adanya diskriminasi dalam Konvensi untuk memenangkan negara sekutu. 
2. Adanya hak lintas damai, sehingga negara tersebut khawatir dengan teran-
camnya pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Dengan kata lain 
negara-negara masih mengutamakan kepentingan nasional dengan menga-
baikan  hubungan  internasional. 
3. Adanya kecurigaan terhadap Konvensi Paris bagi kemajuan penerangan na-
sionalnya. 
4. Belum memiliki kemajuan dalam teknologi penerbangan. 
Dalam Konvensi Paris menyebutkan dengan jelas jika Konvensi tersebut 
menerima prinsip kedaulatan nasionalnya yang dapat dilihat dalam pasal 1 konvensi 
yang menegaskan mengenai kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara peserta 
terhadap ruang udara di atas wilayah. Dalam pasal tersebut disebutkan jika “The 
High Contracting Parties recognize that every Power has complete and exclusive 
sovereight over the air space above is territoty”. Hal ini menunjukkan jika prinsip 
                                                 



















utama Konvensi Paris ialah ruang udara mengikuti status yuridis dari bumi yang 
berada di bawahnya  yang menyebabkan ruang udara menjadi tunduk pada kedau-
latan negara-negara di mana saja udara itu membawahi daratan dan lautan wilayah. 
Namun di saat membawahi laut lepas status ruang udara tersebut menjadi bebas 
karena juga mengikuti status yuridis pada bumi yang berapa dibawahnya.42 
Terdapat prinsip ketat mengenai prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif 
negara-negara terhadap ruang udara di atas wilayah negara. Konvensi Paris ternyata 
memberi sedikit kelonggaran demi perkembangan pada dunia penerangan. Kelong-
garan tersebut ialah adanya kebebasan mengenai hak lintas damai sesuai dengan 
pasal 2 Konvensi yang memberikan dan mengizinkan hak lintas damai kepada pe-
sawat asing untuk melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain pada masa damai. 
Dengan adanya kebebasan mengenai hak lintas damai, maka persamaan perlakuan 
juga turut dijamin terhadap semua bentuk diskriminasi yang didasarkan atas motif 
politik seperti kebangsaan dari pesawat. (Pasal 2 ayat 2 konvensi)43. 
2. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Paris 1919 
Pada awal kelahiran dunia penerbangan, pesawat udara dipakai sebagai 
alat transportasi yang melewati batas kedaulatan negara satu dengan negara yang 
lain tanpa memerhatikan hak-hak negara di bawahnya  (negara kolong) yang 
dikemudian hari justru menimbulkan permasalahan kedaulatan negara. 
Melihat kondisi actual pada saat itu, Inggris secara sepihak menyatakan 
memiliki kedaulatan secara utuh dan penuh (Complete and Exlusive Sovereignty) 
atas wilayah udara diatasnya dan mengumumkan Aerial Navigation Act of 1911 
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versitas of Nebraska Press, 1999, hlm. 156. 



















untuk melindungi keamanan umum penerbangan nasionalnya yang dinilai terancam 
akibat adanya penerbangan pesawat asing.44 Berdasarkan Aerial Navigation of 
1911. Inggris menetapkan zona udara terlarang. Pemerintahan Inggris memberi 
wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menembak pesawat asing atas per-
timbangan keamanan yang melintasi Zona Udara Terlarang.45 
Pengaturan zona udara terlarang dalam Konvensi Paris 1919 didasarkan 
pada pasal 1 Konvensi Paris. Konvensi Paris memberi wewenang pada negara ber-
daulat untuk menetapkan zona udara terlarang pada kawasan dalam wilayah ked-
aulatannya atas pertimbangan keamanan sebagai konsekuensi kedaulatan negara 
diruang udara yang merupakan substansi dari pasal 1 Konvensi Paris 1919. Dalam, 
pelaksanaannya, larangannya tersebut harus diumumkan dan diberitahukan sebe-
lumnya kepada negara anggota mengenai kawasan mana yang menjadi zona udara 
terlarang dan beberapa luas kawasan beserta batas-batasnya. Disamping itu pada 
pasal 3 Konvensi Paris juga mengizinkan kepada setiap negara pihak untuk 
melarang penerangan di zona-zona tertentu diatas wilayah kedaulatannya terhadap 
pesawat-pesawat asing ataupun nasional. 
Berdasarkan Pasal 1 dan 3 Konvensi Paris tersebut dapat diketahui jika 
hak lintas damai dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer atau 
kepentingan keamanan publik dengan melarang kegiatan penerbangan semua pe-
sawat udara sipil nasional dan pesawat udara sipil asing untuk terbang dan melintasi 
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kedaulatan udara sebuah negara dengan mekanisme pemberlakuan zona udara ter-
larang sebagai antisipasi bagi adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dari 
hak lintas damai itu sendiri.  
Selain itu terdapat beberapa hal penting dari Konvensi Paris 1919 yang 
patut digaris-bawahi, yaitu:46 
4. Kedaulatan diakui secara penuh dan mutlak di wilayah udara diatas tetorial. 
(Pasal 1 Konvensi Paris) 
5. Pada masa damai diakui adanya kebebasan (hak lintas damai) yang berlaku 
tanpa diskriminasi bagi negara-negara anggota terhadap pesawat udara sipil. 
(Pasal 2 Konvensi Paris) 
6. Adanya diskriminasi antara negara-negara anggota (sekutu) terhadap yang 
bukan negara anggota, terutama Jerman dan sekutu. (Pasal 5 Konvensi 
Paris) 
Akibat adanya beberapa hal diatas terutama mengenai adanya diskriminasi 
dan hak lintas damai, maka hal ini menyebabkan adanya negara-negara yang eng-
gan untuk masuk menjadi pihak dan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam 
Konvensi Paris. Adapun alasan negara-negara yang enggan menjadi anggota dalam 
Konvensi Paris tersebut ialah:47 
5. Adanya diskriminasi dalam Konvensi untuk memenangkan negara sekutu. 
6. Adanya hak lintas damai, sehingga negara tersebut khawatir dengan teran-
camnya pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Dengan kata lain 
negara-negara masih mengutamakan kepentingan nasional dengan menga-
baikan  hubungan  internasional. 
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7. Adanya kecurigaan terhadap Konvensi Paris bagi kemajuan penerangan na-
sionalnya. 
8. Belum memiliki kemajuan dalam teknologi penerbangan. 
Dalam Konvensi Paris menyebutkan dengan jelas jika Konvensi tersebut 
menerima prinsip kedaulatan nasionalnya yang dapat dilihat dalam pasal 1 konvensi 
yang menegaskan mengenai kedaulatan penuh dan eksklusif negara-negara peserta 
terhadap ruang udara di atas wilayah. Dalam pasal tersebut disebutkan jika “The 
High Contracting Parties recognize that every Power has complete and exclusive 
sovereight over the air space above is territoty”. Hal ini menunjukkan jika prinsip 
utama Konvensi Paris ialah ruang udara mengikuti status yuridis dari bumi yang 
berada di bawahnya  yang menyebabkan ruang udara menjadi tunduk pada kedau-
latan negara-negara di mana saja udara itu membawahi daratan dan lautan wilayah. 
Namun di saat membawahi laut lepas status ruang udara tersebut menjadi bebas 
karena juga mengikuti status yuridis pada umu yang berapa dibawahnya.48 
Terdapat prinsip ketat mengenai prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif 
negara-negara terhadap ruang udara di atas wilayah negara. Konvensi Paris ternyata 
memberi sedikit kelonggaran demi perkembangan pada dunia penerangan. Kelong-
garan tersebut ialah adanya kebebasan mengenai hak lintas damai sesuai dengan 
pasal 2 Konvensi yang memberikan dan mengizinkan hak lintas damai kepada pe-
sawat asing untuk melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain pada masa damai. 
Dengan adanya kebebasan mengenai hak lintas damai, maka persamaan perlakuan 
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juga turut dijamin terhadap semua bentuk diskriminasi yang didasarkan atas motif 
politik seperti kebangsaan dari pesawat. (Pasal 2 ayat 2 konvensi)49. 
3. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Paris 1919 
Pada awal kelahiran dunia penerbangan, pesawat udara dipakai sebagai 
alat transportasi yang melewati batas kedaulatan negara satu dengan negara yang 
lain tanpa memerhatikan hak-hak negara di bawahnya  (negara kolong) yang 
dikemudian hari justru menimbulkan permasalahan kedaulatan negara. 
Melihat kondisi aktual pada saat itu, Inggris secara sepihak menyatakan 
memiliki kedaulatan secara utuh dan penuh (Complete and Exlusive Sovereignty) 
atas wilayah udara diatasnya dan mengumumkan Aerial Navigation Act of 1911 
untuk melindungi keamanan umum penerbangan nasionalnya yang dinilai terancam 
akibat adanya penerbangan pesawat asing.50 Berdasarkan Aerial Navigation of 
1911. Inggris menetapkan zona udara terlarang. Pemerintahan Inggris memberi 
wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menembak pesawat asing atas per-
timbangan keamanan yang melintasi Zona Udara Terlarang.51 
Pengaturan zona udara terlarang dalam Konvensi Paris 1919 didasarkan 
pada pasal 1 Konvensi Paris. Konvensi Paris memberi wewenang pada negara ber-
daulat untuk menetapkan zona udara terlarang pada kawasan dalam wilayah ked-
aulatannya atas pertimbangan keamanan sebagai konsekuensi kedaulatan negara 
diruang udara yang merupakan substansi dari pasal 1 Konvensi Paris 1919. Dalam, 
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pelaksanaannya, larangannya tersebut harus diumumkan dan diberitahukan sebe-
lumnya kepada negara anggota mengenai kawasan mana yang menjadi zona udara 
terlarang dan beberapa luas kawasan beserta batas-batasnya. Disamping itu pada 
pasal 3 Konvensi Paris juga mengizinkan kepada setiap negara pihak untuk 
melarang penerangan di zona-zona tertentu diatas wilayah kedaulatannya terhadap 
pesawat-pesawat asing ataupun nasional. 
Berdasarkan Pasal 1 dan 3 Konvensi Paris tersebut dapat diketahui jika 
hak lintas damai dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer atau 
kepentingan keamanan publik dengan melarang kegiatan penerbangan semua pe-
sawat udara sipil nasional dan pesawat udara sipil asing untuk terbang dan melintasi 
kedaulatan udara sebuah negara dengan mekanisme pemberlakuan zona udara ter-
larang sebagai antisipasi bagi adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dari 
hak lintas damai itu sendiri.  
4. Konvensi Chicago 1944 
The Chicago Convention on International Civil Aviation 1944, merupakan 
lanjutan dari konvensi Paris 1919 yang diselenggarakan di Chicago Amerika Seri-
kat pada tanggal 1 November hingga 7 Desember tahun 1944. Dalam konferensi 
Chicago membahas tiga konsep yang saling berbeda, antara lain:52 
a. konsep internasionalisasi yang disarankan oleh Australia dan New Zealand. 
b. konsep Amerika yang bebas untuk semua atau konsep persaingan bebas 
     atau free enterprise.  
                                                 



















c. konsep intermedier Inggis yang menyangkut pengaturan dan pengawasan yang 
setelah melalui perdebatan panjang akhirnya konsep inggris diterima oleh kon-
ferensi yang berujung pada diterimanya tiga instrument. Yaitu:53 
a. Konvensi mengenai penerbangan sipil internasional. 
b. Persetujuan mengenai transit jasa-jasa udara internasional. 
c. Persetujuan mengenai alat angkutan udara internasional. 
Konvensi Chicago ini ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1944 dan 
efektif mulai berlaku pada tanggal 7 April l947 yang otomatis membatalkan Kon-
vensi Paris 1919 beserta protokol-protokol tambahannya yang berlaku sebelum 
tanggal 7 April tahun 1947 yang merupakan awal dari berlakunya konvensi Chi-
cago I944.54 Dalam Konvensi Chicago tetap mengakui validitas kesepakatan bilat-
eral yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana halnya dengan 
konvensi Paris 1919. 
Konvensi Chicago 1944 disusun dengan menitikberatkan pada pertim-
bangan ekonomi, keamanan negara, dan kedaulatan negara yang berarti lebih 
mengedepankan aspek komersial daripada aspek keamanan negara. Walaupun 
demikian, aspek keamanan negara dan kedaulatan negara tetap diperhatikan dalam 
konvensi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Chicago yang ber-
bunyi:55 
“The contracting states recognized that every states has complete and exlusive sov-
ereignty over the airspace above its territory” (Negara peserta mengakui bahwa 
setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan mutlak terhadap ruang udara 
diatas wilayah teritorialnya).  
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Hal ini menunjukkan bahwa apapun pertimbangannya keamanan dan kedaulatan 
negara tetap menjadi faktor penting dalam situasi apapun karena sudah terbukti se-
jak lama mengenai kedaulatan yang merupakan hal yang sangat mudah memicu 
konflik.  
Di dalam ketentuan Konvensi Chicago menyebutkan tentang kedaulatan 
negara yang bersifat utuh dan mutlak. Konvensi Chicago tetap memberikan kelong-
garan sebagaimana kelonggaran yang diberikan dalam konvensi Paris. Yaitu 
kelonggaran berupa hak lintas damai (innocent parsage). Akan tetapi. sebagaimana 
dijelaskan pada awal pembahasan sub bab ini, bahwa penyusunan Konvensi Chi-
cago lebih menitikberatkan pada aspek komersial. maka menurut pasal 5 Konvensi 
Chicago juga terdapat jenis kelonggaran yang lain selain hak lintas damai. Jika di-
perinci, kelonggaran tersebut terdapat dua kebebasan. Adapun dua kebebasan ter-
sebut. antara lain:56 
1. Kebebasan dasar. yang terdiri dari: 
a. Hak lintas damai (innocent parsage) 
b. Hak mendarat teknik untuk keperluan pengambilan bahan baku dan reparasi 
atau perbaikan (technical stop) 
2. Kebebasan komersial. yang terdiri dari: 
a. Hak untuk menurunkan para penumpang dan barang dagangan yang dimuat 
di wilayah semua negara pihak. 
b. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wila-
yah yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan negara tersebut. 
                                                 



















c. Hak untuk menaikkan para penumpang dan balang dagangan di semua wila-
yah negara pihak dan menurunkannya di wilayah negara-negara pihak yang 
lainnya. 
b. Pengaturan Zona Udara Terlarang dalam Konvensi Chicago 1944 
Aspek ekonomi dan komersial merupakan penekanan utama dalam Kon-
vensi Chicago. Akan tetapi walau demikian Konvensi Chicago tetap mempertahan-
kan prinsip kedaulatan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Paris 
19l9. Dalam hal ini adalah termasuk pengaturan zona udara terlarang yang meru-
pakan salah satu upaya negara berdaulat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan 
dalam wilayah teritorialnya. 
Mengenai pengaturan zona udara terlarang, Konvensi Chicago telah men-
galun dalam pasal 9 yang pada intinya bahwa setiap negara berhak untuk menetap-
kan kawasan udara terlarang berdasarkan pertimbangan:57 
l. kepentingan militer 
2. keselamatan umum 
3. keselamatan penerbangan. 
Apabila sebuah negara telah memberlakukan dan menetapkan zona udara 
terlarang pada kawasan tertentu dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. maka 
larangan tersebut berlaku bagi seluruh pesawat udara dan penerbangan negara 
lain/asing maupun nasional tanpa terkecuali. Artinya walaupun pesawat udara dan 
penerbangan udara asing dari negara manapun akan tetap dilarang untuk melintasi 
kawasan tersebut meskipun menggunakan hak lintas damai (innocent Passage). 
                                                 



















Sedangkan bagi negara yang menerapkan zona udara terlarang, negara ter-
sebut berkewajiban untuk segera memberitahukan mengenai adanya zona udara ter-
larang yang diberlakukan dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. baik itu pem-
beritahuan mengenai lokasi kawasan, luas area maupun balas-batas yang diucapkan 
sebagai zona udara terlarang. Adapun pemberitahuan tersebut harus sesegera mung-
kin disampaikan kepada negara-negara lain dan kepada International Civil Aviation 
Organization (ICAO). 
2.3.3 Batas Kedaulatan Wilayah Udara 
Batas kedaulatan wilayah udara secara horizontal adalah wilayah darat suatu 
negara adalah berdasarkan pada suatu perjanjian yang telah ada dengan negara-
negara tetangganya dan dengan demikian setiap negara akan memiliki batas negara 
yang horizontal. Batas Negara yang horizontal disini ialah sama dengan luas wila-
yah negaranya dan negara yang berpantai maka secara otomatis maka wilayah akan 
bertambah juga, berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam artikel 3 United 
Nations Convention on the Law Of The Sea (1982) 58 yang mengatakan jika setiap 
negara pantai bisa menetapkan lebar dari laut wilayahnyanya sampai maksimum 
yaitu 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yaitu menggunakan cara luas daratan 
yang berdasarkan perjanjian perbatasan negara tetangganya yang ditambah dengan 
Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982. Dan begitu pula dalam hal jika laut wilayah 
sejajar dengan milik negara tetangganya yang kurang dari 2x12 mil laut, jadi 
penyelesaiannya ialah melalui perjanjian antara negara tetangga yang telah diatur 
dalam hukum laut internasional.59 
                                                 
58 Mufti Makarim. A, Strategi Pengelolaan Dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik 
Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional, Jakarta, tanpa tahun. hal 89  



















Selanjutnya batas kedaulatan wilayah secara vertikal merupakan penentuan 
dari batas kedaulatan wilayah secara vertikal ini hingga hari ini masilah menjadi 
permasalahan. Dikarenakan beberapa hal yang seperti kebiasaan internasional, per-
janjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum dan juga yurisprudensi inter-
nasional yang mengatur mengenai batas kedaulatan wilayah secara vertikal belum 
ada. Namun ada beberapa konsep yang telah diberikan oleh beberapa sarjana 
hukum seperti: 
1. Beaumont dan Shawcros60 telah menjelaskan jika batas dari kedaulatan yang 
dipunyai suatu negara ialah semaksimal negara itu bias menguasainya. 
2. Priyatna Abdurrasyid61 menjelaskan jika batas ketinggian dari kedaulatan suatu 
negara di ruang udara ialah setinggi pesawat udara konvensional tidak mampu 
lagu melayang 
3. Holzendorf62 mengatakan jika batas ketinggian kedaulatan suatu negara di ruang 
udara adalah pada ketinggian 1000 m nanti ditarik dari permukaan bumi yang 
paling tinggi. 
2.4 Hukum Udara Internasional 
Menurut Otto Riese dan Jean T. Laccour dalam Suherman (1979), hukum 
udara adalah seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan, pe-
sawat-pesawat terbang dan ruang udara dalam peranannya sebagai unsur yang perlu 
                                                 
60 Michael Mastanduno, David A. Lake dan G. John Ikenberry, Toward a Realist Theory of State 
Action, International Studies Quarterly,1989, Hlm. 461.  
61 Ibid., Hal. 462 




















bagi penerbangan.63 Kemudian Suherman (1979) mendefinisikan hukum udara se-
bagai keseluruhan ketentuan yang mengatur ruang udara dan penggunaannya untuk 
penerbangan.64 Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum 
udara adalah segala aturan tentang udara salah satunya adalah hukum penerbangan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penerbangan adalah hukum udara dalam arti 
sempit. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan hukum penerbangan adalah hukum 
yang mengatur pengangkutan melalui udara, termasuk dinas-dinas bantuan di darat, 
pegawai-pegawai dan alat-alat penerbangan serta orang-orang dan barang-barang 
yang diangkut (Suherman, 1979).65 Jadi hukum penerbangan adalah hukum yang 
mengatur masalah penerbangan baik di dalam suatu negara (domestik) ataupun an-
tar negara (internasional). 
Hukum udara internasional bersumber pada perjanjian-perjanjian inter-
nasional yang diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Perjanjian-perjanjian ten-
tang hukum udara internasional akan dikemukakan sebagai berikut:66 
1. Perjanjian Warsawa 1929 
Perjanjian warsawa ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1929 di Warsawa 
Polandia. Dalam istilah bahasa inggris perjanjian ini dinamakan “Convention 
for the unification of certain rules ralating to international carriage by air”. 
Perjanjian berisikan dua hal utama dalam hukum penerbangan yaitu tentang 
dokumen angkutan udara dan tentang tanggung jawab pengangkut udara inter-
nasional. 
                                                 
63 E. Suherman, Hukum Udara Indonesia & Internasional, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 40. 
64 Achmad Romsan, et al., Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional 
dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR, Jakarta, 2003, hlm. 115. 
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2. Perjanjian Genewa 1948 
Perjanjian ini tentang “International recognition of rights in aircraft”. Indone-
sia tidak turut serta meratifikasi perjanjian ini, tetapi secara umum perjanjian 
ini juga berlaku dalam penerbangan internasional. 
3. Perjanjian Roma 1952 
Perjanjian ini yang nama lengkapnya adalah “Convention on damage caused 
by foreign aircraft to third parties on surface” yang ditandatangani di Roma 
(Italia) tanggal 7 Oktober 1952. Perjanjian berisikan tentang peraturan yang 
mengatur bagaimana tanggung jawab pengangkut tentang kerugian pihak ke-
tiga di darat kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang. 
4. Perjanjian Haque tahun 1955 
Perjanjian ini adalah revisi terhadap perjanjian Warsawa tahun 1929 tentang 
besarnya ganti rugi terhadap kecelakaan penumpang yang dirasakan tidak me-
madai lagi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 September 1955. Di 
antara point penting dari perjanjian ini adalah dinaikannya limit ganti rugi men-
jadi 250.000 gold france per penumpang.  
5. Perjanjian Guadalajara 1961 
Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 18 September 1961. Perjanjian ini 
mengatur tentang tanggung jawab terhadap penumpang khususnya dalam char-
ter pesawat terbang. Maka perjanjian ini membedakan antara actual carries 
dan contracting carries. 



















Perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional antar negara, akan tetapi ada-
lah perjanjian internasional antara IATA dan perusahaan-perusahaan pen-
erbangan yang tergabung diadakannya dengan pemerintahan Amerika Serikat. 
7. Protokol Guatemala 1971 
Protokol Guatemala bermula dari ketidakpuasan Amerika Serikat yang 
menganggap ganti rugi sebesar $75.000 masih terlalu rendah. Pertemuan ini 
membahas usulan Selandia Baru tentang enam hal yang menyangkut masalah 
penerbangan yaitu: 
a. Pengangkut bertanggung jawab secara mutlak (absolutely liability) untuk 
penumpang yang tewas atau luka kecuali kalau penumpang bersalah atau 
turut bersalah dalam hal terjadinya kecelakaan itu. 
b. Tanggung jawab pengangkut terbatas sampai $100.000. 
c. Limit $100.000 tidak dapat dilampui dalam hal apapun juga. 
d. Limit secara otomatis dinaikan dengan $2.500 setiap tahun selama 12 ta-
hun. 
e. Suatu incentive untuk penyelesaian cepat oleh pengangkut. 
f. Tambahan satu forum yaitu pengadilan dinegara dimana penumpang 
mempunyai domisili atau tempat tinggal tetap. 
Dalam konferensi hukum udara tingkat diplomatik dari tanggal 9 Februari -  9 
Maret 1971 di Guatemala, gagasan Selandia Baru dibahas dan diterima sebagai 
bagian dari protokol Guatemala. Ketentuan-ketentuan lain yang menarik dalam 
protokol Guatemala ialah antara lain bahwa untuk tanggung jawab terhadap 



















warsawa tahun 1929 sedangkan untuk bagasi baik tercatat atau tidak digunakan 



























Metode penelitian pada hakekatnya dapat memberikan pedoman tentang 
cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya.67 Berdasarkan definisi metode penelitian tersebut, 
maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan 
sebagai berikut: 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian nor-
matif sendiri ialah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-
aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.68 
Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum 
yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengaji ketentuan-
ketentuan yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.  
Penulis memilih penelitian normatif karena penulis berusaha melakukan 
analisa hukum yang berkaitan dengan status dan akibat hukum peluncuran rudal 
balistik Korea Utara bagi kedaulatan ruang udara Jepang di tinjau dari hukum udara 
dan ruang angkasa. 
 
 
                                                 
67 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, 
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3.2 Metode Pendekatan 
Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih 
spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu 
substansi karya ilmiah. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendeka-
tan. Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan perundang-undangan (stat-
ute approach), pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach).  
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, Pendekatan ini menjadi penting 
sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu 
hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai sta-
tus hukum dan juga akibat hukum dari uji coba peluncuran rudal balistik Korea 
Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang. 69 
Sedangkan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach ialah 
suatu Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-un-
dangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang 
dihadapi.70 Statute Approach di dalam penulisan ini akan menelaah mengenai Nu-
clear Non-Proliferation Treaty, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, serta 
Konvensi Chicago 1944 pasal 1. 
Pendekatan tersebut digunakan penulis untuk dapat menemukan serta 
memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, utamanya yang berkai-
tan mengenai uji coba peluncuran rudal balistik bagi kedaulatan ruang udara di tin-
jau dari hukum internasional. 
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3.3 Sumber Bahan Hukum 
 Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum pri-
mer, sekunder, dan tersier. Di dalam suatu hukum primer, yaitu semua materinya 
memiliki kedudukan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer sendiri 
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian 
yang sedang diteliti, dimana di dalam penelitian ini bahan hukum primernya ialah 
Nuclear Non-Proliferation Treaty, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, serta 
Konvensi Chicago 1944 pasal 1. 
Sedangkan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum 
yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-
kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.71 Bahan 
hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat 
namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang 
meliputi: 
1. Studi pustaka, literatur dan literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 
penelitian; 
2. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dil-
akukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini; 
3. Dokumen-dokumen penting lainnya, dan bahan hukum dari internet. 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 
hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.72 
Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan 
memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya 
yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam 
penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.73 
3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 
Bahan hukum dikumpulkan dengan metode identifikasi serta inventarisasi 
peraturan perundang-undangan, dan juga klasifikasi dan juga sistematika bahan 
hukum yang selaras dengan permasalahan di dalam penelitian. Oleh sebab itu, 
teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan 
menggunakan cara membaca, mencatat, menelaah, serta membuat ulasan yang 
berkaitan dengan penelitian. 
3.5  Teknik Analisa Bahan Hukum 
 Analisa bahan hukum ialah pengolahan bahan hukum yang didapatkan me-
lalui penelitian pustaka. Bahan hukum yang nantinya sudah terpilih akan kemudian 
dihimpun sedemikian rupa sehingga sistematis yang kemudian dapat dijadikan ac-
uan dalam proses menganalisa. Dalam bahan hukum penelitian pustaka tersebut 
kemudian akan dilakukan pembahasan secara Analisis bahan-bahan hukum dalam 
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penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan kompre-
hensif. Analisis kualitatif berarti, bahan-bahan hukum akan diuraikan sistematik 
dengan bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis, runtut dan tidak tumpang tindih, 
jadi akan memudahkan dalam menginterpretasikan bahan-bahan hukum serta pem-
ahaman dari hasil analisa. Komprehensif sendiri artinya ialah menganalisa dengan 
secara mendalam serta dari berbagai aspek yang sesuai dengan lingkup dari 
penelitiannya. Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan 
hukum serta argumentasi, yang nanti akan dilakukan penilaian berdasarkan pada 
alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin 
dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.74 
3.6 Definisi Konseptual 
Batasan untuk definisi konseptual yang digunakan dalam penyusunan 
skripsi ini diantaranya adalah: 
1. Rudal Balistik Jarak Jauh  
Rudal Balistik Jarak Jauh (Intercontinental Ballistic Missile selanjutnya 
disebut dengan “ICBM”) merupakan sebuah peluru kendali balistik yang di da-
lamnya berisi hulu ledak nuklir yang dapat menghancurkan negara sasaran dari ja-
rak jauh. 
2. Kedaulatan 
Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, 
dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang 
                                                 



















berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, 
diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. 
3. Ruang udara 
Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu cabang 
hukum internasional yang relatif baru, karena mulai berkembang pada permulaan 
abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara bahwa setiap negara pada dasarnya 
memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayah udara 
di atas teriorialnya.  
4. Hukum Internasional  
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas 
hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara 
(hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. 
5. Hukum Udara Internasional 
Hukum udara merupakan keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur 
penggunaan ruang udara, khususnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat-
pesawat terbang dalam peranannya sabagai unsur yang diperlukan bagi pen-
erbangan.  
6. Status Hukum 
Status hukum adalah suatu posisi hukum dalam suatu kasus atau suatu per-
masalahan yang terjadi pada satu individu dengan individu lain, kelompok dengan 
kelompok lain, atau Negara dan Negara lainya. 



















Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-aki-
bat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ber-






















4.1 Status Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara yang 
Melintas di Atas Wilayah Kedaulatan Negara Jepang 
4.1.1 Fakta Hukum Peluncuran Rudal Balistik 
Demi meningkatkan keamanan dan pertahanannya, pada tahun 1956 Korea 
Utara melaksanakan kerja sama dengan Uni Soviet dalam pelatihan program 
nuklirnya. Dan pada tahun 1965 ditandai dengan didirikannya Akademi militer 
Hamburg, dimana para tentara Korea Utara belajar bagaimana cara pelatihan 
pengembangan rudal walaupun saat itu diawasi oleh International Atomic Energy 
agency (IAEA). Lalu pada tahun 1984, Korea Utara melakukan uji coba rudal Scub-
B untuk kali pertamanya. Hal itu membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk 
bergabung pada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NTP).75  
Pada tanggal 12 Desember tahun 1985 menandatangani perjanjian Nuclear 
Non-Proliferation Treaty. Namun Korea Utara merasa sangatlah keberatan dengan 
isi dari perjanjian tersebut dikarenakan isinya menyatakan jika seluruh 
kegiatan/program nuklir ini harus diawasi oleh International Atomic Energy agency 
(IAEA) selama tujuh tahun, akhirnya Korea Utara pun melanggar janjinya dan 
mengembangkan nuklir secara diam-diam.76  
Sejak keluar dari perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty ternyata 
teknologi nuklir di Korea Utara mengalami perkembangan yang pesat dan kini 
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menjadikan nuklir sebagai alat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara 
lainnya. Pengembangan kembali nuklir di Korea Utara ini disebabkan oleh keadaan 
domestik Korea Utara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi paska Korea 
Utara mulai membuka pasar dan melakukan kerjasama ekonomi dengan China, 
Iran, Suriah, dan Mesir.77 Terlebih negara yang menjalin kerjasama dengan Korea 
Utara ini merupakan negara yang tidak memberikan sanksi terkait nuklir Korea 
Utara, hal ini lah yang menyebabkan Korea Utara kemudian mau bekerja sama 
dengan negara-negara tersebut. 
Setelah runtuhnya Uni Soviet yang tadinya merupakan sumber perlin-
dungan bagi Korea Utara menjadikannya harus berputar otak untuk mempertahan-
kan dirinya dengan salah satu cara dengan melirik teknologi rudal balistik jarak 
jauh. Bahkan pengembangan teknologi rudal balistik jarak jauh untuk keperluan 
nuklir telah dilakukan berulang kali. Berikut ini tabel tes uji coba peluncuran rudal 
balistik dan senjata nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara: 
Tabel 4.1 Tes uji coba peluncuran rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara. 
No. Tahun Misi Dampak 
1. 2006 
Untuk pertahana diri 
Dikeluarkannya resolusi 1718 
oleh PBB 
2. 2009 Pengujian daya ledak dan 
kendali 
Dikeluarkannya resolusi 1874 
oleh PBB 
3. 2012 Pengujian pemisahan dan 
muatan roket jarak jauh 
Negara Jepang dan Amerika 
Serikan mendesak ketua 
Dewan Keamanan PBB untuk 
membuka sidang darurat. 
4. 2016 
Pengujian bom hidrogen 
PBB mengecam keras atas uji 
coba bom hidrogen Korea 
Utara 
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Sebagai tanggapan langsung 
terhadap latihan militer 
gabungan Amerika Serikat-
Korea Selatan yang sedang 
berlangsung dan juga 
langkah pertama operasi 
militer Korea utara di Pasifik 
dan pendahuluan sebelum 
menyerang Guam. 
Pemerintah Negara Jepang 
memperingatkan warga yang 
ada di sekitar jalur rudal untuk 
berlindung karena di kha-
watirkan ada bagian rudal 
yang jatuh di Negara Jepang. 
 
Dari tabel di atas Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba senjata 
nuklir antara lain sebagai berikut: 
1. Tes Uji Coba Korea Utara Periode Pertama78  
Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada minggu pertama bulan Ok-
tober 2006. Tidak seperti sebagian besar negara lain yang telah melakukan uji coba 
nuklir, Korea Utara memberi peringatan kepada dunia Internasional enam hari 
sebelum dilakukannya uji coba rudal balistik tersebut. Awalnya muncul suatu kera-
guan mengenai pelaksanaan uji coba perangkat rudal Korea Utara tersebut, akan 
tetapi beberapa hari kemudian pihak Amerika Serikat yang memberikan konfirmasi 
bahwa yang dilakukan Korea Utara tersebut memang benar-benar berupa ledakan.  
Pada masa lalu, Korea Utara pernah menguji pengiriman rudal balistik satu 
kali yang ditujukan ke Jepang. Jangkauan yang dapat mereka capai sementara ini 
masih terbatas dan belum dapat mengembangkan sampai batas antar benua. Oleh 
karena itu negara-negara yang berada di kawasan itu menjadi resah. Seluruh negara 
di dunia mengutuk tindakan uji coba nuklir Korea Utara tersebut. Dewan Keamanan 
PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara (yang secara terang-terangan 
mengklaim tindakan perang dengan adanya realisasi ancaman uji coba senjata 
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nuklirnya). Sanksi tersebut tidak otomatis berupa tindakan militer. Dewan Kea-
manan PBB kemudian memutuskan suatu Resolusi 1718. Sanksi-sanksi yang ter-
cantum di dalam resolusi tersebut yaitu adanya larangan ekspor militer bagi Korea 
Utara, larangan penjualan teknologi nuklir, dan melarang penjualan barang mewah. 
Selain itu juga adanya pembekuan keuangan dan larangan perjalanan bagi orang-
orang yang terlibat dalam kegiatan terkait nuklir dan inspeksi kargo juga merupa-
kan bagian dari resolusi. 
2. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kedua79 
Pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan uji coba senjata 
nuklirnya yang kedua. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau North Korea’s Korean 
Central News Agency mengumumkan bahwa pemerintah Korea Utara telah 
melakukan uji coba nuklir, dan menyatakan bahwa “uji coba nuklir kali ini dil-
akukan secara aman dan perangkat nuklir yang diujikan memiliki tingkat yang lebih 
tinggi dalam hal daya ledak dan teknologi dari kendalinya”. Dewan Keamanan PBB 
kemudian memutuskan sebuah Resolusi 1874 sebagai respon atas tindakan 
pemerintah Korea Utara yang mengumumkan bahwa “pengolahan pengayaan ura-
nium akan dimulai”. Korea Utara menanggapi lebih lanjut dengan menunjukan 
kesan bahwa Korea Utara tidak berniat untuk kembali ke dalam dialog multirateral 
atau Six Party Talks tersebut, dan menegaskan bahwa tidak akan terikat oleh per-
janjian yang dibuat sebelumnya melalui forum dialog multirateral tersebut.  
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3. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Ketiga80 
Ditengah adanya tekanan dan ancaman dari masyarakat dunia, Korea 
Utara pada hari Rabu pagi tanggal 12 Desember 2012 tetap nekat melancarkan pe-
luncuran rudal balistik jarak jauh sehingga hal itu meningkatkan kekhawatiran atas 
dampak serius pada diplomasi regional, yaitu Semenanjung Korea. Menurut pihak 
militer Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh Eunha -3 dari lo-
kasi peluncuran di wilayah Dongchangri, provinsi Pyeongan Utara, Korea Utara 
pada pukul 09.49 Rabu pagi. Pendorong tahap pertama roket telah jatuh di perairan 
barat sekitar 190 Km dari Semenanjung Byeosan, Korea Selatan dan tutupan roket 
yang terpisah diyakini jatuh di perairan berat sekitar 120 Km dari pulau Jeju. Se-
mentara, pendorong tahap kedua roket diketahui jatuh di sekitar perairan timur Fil-
ipina. Pihak militer di Seoul menyatakan roket tiga tahap nampaknya telah 
dipisahkan secara normal, dan muatan roket tersebut telah memasuki orbit. 
Sementara itu, pemerintah Korea Selatan sedang sibuk untuk menyediakan 
tindakan balasan atas peluncuran roket Pyongyang. Presiden Korea Selatan Lee 
Myung-bak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera 
setelah Korea Utara meluncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri 
Korea Selatan, Kim Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pe-
jabat diplomat Jepang dan Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan paska 
peluncuran rudal Korea Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran ro-
ket tersebut, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat cepat meminta kepada 
Maroko selaku ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak 
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Dewan Keamanan PBB mengecam keras bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea 
Utara itu adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. 
4. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Keempat81  
Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-4, Dalam laporan khusus pada 
hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 , stasiun tv sentral Korea Utara melaporkan negara 
itu berhasil uji coba bom hidrogen pada pukul 10 Rabu pagi. Tes nuklir yang dil-
akukan hanya 6 hari setelah tahun baru, memperparah ketegangan di Semenanjung 
Korea. Berbeda dengan uji coba di saat sebelumnya, Korea Utara mengklaim ber-
hasil menguji bom hidrogen pada tes nuklir ke empat, sehingga meningkatkan 
ketegangan.  
Jika klaim Korea Utara memang benar, maka teknologi nuklir negara itu 
diasumsikan telah mencapai level signifikan. Bom hidrogen menggunakan fusi 
nuklir, lebih kuat daripada bom atom dan juga sulit memproduksinya. Hanya 5 
negara di dunia seperti Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, Inggris, Cina, dan Peran-
cis yang telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen selama ini. Jika tes nuklir 
Korea Utara baru-baru ini dibenarkan dilakukan secara sukses, maka negara itu 
akan menjadi negara ke enam di dunia yang mampu membuat bom hidrogen.  
Uji coba nuklir ke empat Korea Utara dipandang sebagai gerakan politik 
dan strategi untuk memamerkan keberhasilan pengembangan senjata nuklir dan un-
tuk diakui sebagai negara kuat. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengada-
kan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) segera setelah Korea Utara me-
luncurkan roket pada hari Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim 
                                                 
81 KBS, 2016, 4th North Korea Nuclear Test, diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nk 



















Sung-hwan juga membahas tindak lanjut dengan pejabat-pejabat diplomat Jepang 
dan Amerika Serikat, dan membahas tindakan balasan paska peluncuran rudal Ko-
rea Utara. Dengan adanya konfirmasi terhadap peluncuran rudal balistik tersebut, 
pemerintah Jepang dan Amerika Serikat cepat meminta kepada Maroko selaku 
ketua Dewan Keamanan PBB untuk membuka sidang darurat. Pihak Dewan Kea-
manan PBB mengecam keras bahwa peluncuran roket jarak jauh Korea Utara itu 
adalah jelas tindakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. 
5. Tes Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Periode Kelima82  
Uji coba peluncuran rudal Hwasong-12 pada Selasa 29 Agustus 2017 dari 
sebuah lokasi di dekat Pyongyang. Rudal itu menempuh jarak sekitar 2.700 km dan 
melintas di atas wilayah Jepang, yaitu di kawasan Hokaido, sebelum jatuh ke laut 
sekitar 1.180 km dari pantai timur Jepang. Menurut Korea utara, peluncuran rudal 
itu sebagai tanggapan langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-
Korea Selatan yang saat ini sedang berlangsung dan juga langkah pertama operasi 
militer Korea utara di Pasifik dan pendahuluan sebelum menyerang Guam. Presiden 
Korea Utara, Kim Jong Un juga memerintahkan agar digelar lebih banyak latihan 
uji coba rudal dengan target pulau Guam yang merupakan pusat militer AS terbesar 
di Pasifik dan dimana terdapat sekitar 160.000 warga AS. Militer Jepang tidak men-
coba menembak jatuh rudal dari Korea Utara karena mereka tidak mendeteksi an-
caman terhadap wilayah Jepang, namun ketika pemerintah mendeteksi peluncuran 
dan mengikuti jalur rudal, saat itu juga pemerintah memperingatkan warga yang 
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ada di sekitar jalur rudal tersebut untuk berlindung karena di khawatirkan ada ba-
gian rudal yang jatuh di Jepang83. 
4.1.2 Konflik Korea Utara dan Jepang 
Potensi konflik regional serta proliferasi senjata pemusnah massal dan sis-
tem pengangkutnya merupakan hal yang dirasakan Jepang sebagai ancaman yang 
besar paska Perang Dingin. Kedua hal ini terjadi di Semenanjung Korea yang meru-
pakan tetangga Jepang. Dari ketiga kawasan yang memiliki konflik di Asia Timur, 
Semenanjung Korea menjadi salah satu perhatian keamanan Jepang dan kerja sama 
pertahanan Jepang dengan AS. Apalagi ketika Korea Utara menyatakan 
mengundurkan diri dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).84 
Dimana proliferasi nuklir Korea Utara telah memberikan implikasi an-
caman terhadap keamanan Jepang secara langsung, terbukti dengan adanya jaringan 
terlarang di wilayah yurisdiksi Jepang yang mendukung program proliferasi terse-
but dan juga secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan nuklir Korea Utara 
yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga Jepang dan wilayah ter-
itorial Jepang. Jepang memberikan respons penolakan terhadap hal tersebut85.  
Tindakan penolakan Jepang terbentuk karena adanya sebuah pondasi yang 
mendasarinya, yaitu identitas. Identitas tersebut terbentuk dipengaruhi oleh norma 
(fungsi konstitutif norma). Identitas Jepang dipengaruhi oleh norma domestik dan 
norma struktural. Norma domestik tersebut adalah Konstitusi Nasional Jepang. 
                                                 
83 Diakses dari https://www.nytimes.com/2017/08/28/world/asia/north-korea-missile.html tanggal 
21 Januari 2018, pukul 4.46. 
84 Javad Zarif, Sanksi Atas Iran, Zero-Sam Game, Bulletin SY“IAR, Edisi Muharam 1428H, 
Kompas, 23 Desember 2007, hlm. 3. 
85 Renni Novia Saputri Gumay, Kebijakan Keamaanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea 
Utara Dari rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011), Journal of International Relation, 



















Didalam mukadimah konstitusi tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak ingin men-
galami perang lagi, Jepang menginginkan perdamaian dan telah menentukan untuk 
berkontribusi dalam memelihara keamanan dunia. Pasal 9 konstitusi ini yang mere-
fleksikan nilai-nilai pasifisme, yaitu komitmen untuk perdamaian dan menentang 
perang Komitmen Jepang terhadap konstitusi tersebut dimanifestasikan kedalam 
bentuk undang-undang nasional yaitu The Atomic Energy Basic Law of 1955. Un-
dang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa Jepang harus menggunakan energi 
nuklir hanya untuk tujuan damai (The Federation of Electric Power Companies of 
Japan).86 
Namun sebenarnya Krisis ini mengenai perdamaian untuk mencegah 
perang dapat diatasi lewat pembicaraan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. 
Namun terjadinya krisis ini membuat Jepang dan Amerika Serikat menyadari 
bahwa Self Defense Forces (SDF) Jepang tidak memiliki wewenang untuk mem-
bantu menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara atau mendukung pasukan 
Amerika Serikat yang dapat terlibat dalam konflik.87 Redefinisi diperlukan untuk 
menghadapi keadaan semacam ini dengan lebih efektif. Pedoman kerja sama Je-
pang-Amerika Serikat tahun l978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan paska 
Perang Dingin. Redefinisi ini pun sejalan dengan diperluasnya kerja sama kea-
manan seperti tercantum dalam National Defense Program Outline (NDPO) 1995. 
Melalui revisi Guidelines 1978, AS meminta Jepang untuk memainkan peran yang 
lebih aktif lagi dalam aliansi untuk menjaga stabilitas regional serta membuat ali-
ansi lebih layak untuk didukung dan dipertahankan. Revisi pedoman ini dimulai 
                                                 
86 J.C. Cooper,. Op.cit. hal 201 



















bulan Juni 1996 setelah pertemuan Presiden Clinton dan Perdana Menteri Hash-
imoto bulan Februari 1996 dan selesai bulan Juni 1997 yang selanjutnya sah 
dikeluarkan tanggal 23 September 1997.88 
Deklarasi bersama tahun 1996 yang merupakan hasil pertemuan Clinton 
dan Hashimoto menyebutkan bahwa di Semenanjung Korea ketegangan Masih ter-
jadi.89 Masih terdapat konsentrasi besar kekuatan militer termasuk senjata nuklir. 
Disebutkan juga bahwa sengketa teritorial yang belum selesai, potensi konflik re-
gional dan proliferasi senjata pemusnah masal, padahal stabilitas di Semenanjung 
Korea sangat penting bagi Jepang-Amerika Serikat Dalam deklarasi tersebut 
dikatakan pula perlunya kajian kerja sama bilateral dalam menghadapi situasi yang 
mungkin timbul di area sekitar Jepang. Proliferasi senjata pemusnah massal dan 
sistem pengangkutnya pun mempunyai implikasi penting bagi keamanan mereka 
bersama sehingga mereka akan bekerja sama untuk mencegah proliferasi dan terus 
bekerja sama dalam kajian pertahanan rudal balistik. 
Keaktifan Jepang untuk menjaga keamanan regional terkait dengan adanya 
krisis nuklir di Korea Utara adalah dengan cara melakukan diplomasi terhadap Ko-
rea Utara yang diadakan pada tanggal 17 September 2002 sebagai upaya Jepang 
untuk menciptakan rasa saling percaya, saling pengertian dalam masalah per-
tahanan dan keamanan masing-masing negara melalui Deklarasi Pyongyang yang 
bertujuan untuk:90 
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1. Mengajak Korea Utara untuk bertindak secara tegas sebagai anggota komuni-
tas internasional yang peduli mengenai isu-isu keamanan seperti misil dan sen-
jata nuklir serta menyelesaikan dialog antara Amerika Serikat, Korea Selatan 
dan negara-negara lainnya yang berkeinginan untuk mengurangi ketegangan 
yang ada di Semenanjung Korea. 
2. lsu penculikan merupakan masalah utama yang secara langsung menyangkut 
kehidupan dan keamanan rakyat Jepang. Menghadapi masalah ini Kim Jong II 
telah meminta maaf kepada Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan berjanji 
akan mencegah terjadinya hal seperti itu lagi dimasa yang akan datang. 
3. Dalam keamanan, Kim Jong Il menginformasikan pentingnya mempromosikan 
dialog antara negara-negara yang terlibat dan ia berjanji akan mematuhi per-
janjian internasional yang berhubungan dengan masalah nuklir Korea Utara. 
Jepang mampu melihat situasi Korea Utara berdasarkan sudut pandangnya 
yakni kelemahan Korea Utara di bidang ekonomi serta kekuatan militer. Dengan 
kekuatan ekonomi yang dimiliki Jepang serta kelemahan militer negaranya, sama 
dengan usaha lain yang telah dilakukan. Deklarasi Pyongyang diharapkan dapat 
membawa ke arah usaha normalisasi hubungan kedua negara dengan menyadari 
kekurangan dan kelebihan serta kesalahan masing-masing pihak yang terjadi pada 
tahun 2002. 
4.1.3 Respon Jepang Terhadap Rudal Balistik Korea Utara 
Jepang sendiri memiliki standar keamanan yang disebut National Defense 
Program Outline/Program Pertahanan Nasional Jepang (NDPO) menekankan 
bahwa traktat keamanan antara Jepang dengan Amerika Serikat sangat penting bagi 



















Jepang. Kerangka yang paling efektif bagi pertahanan Jepang adalah kerja sama 
pertahanan yang erat antara Jepang dengan Amerika Serikat. Kerja sama ini meru-
pakan kombinasi dari kapabilitas pertahanan yang layak bagi Self Defense Forces 
(SDF) Jepang dan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat.91 
Dalam National Defense Program Outline (NDPO) tahun 1995 juga ter-
dapat misi baru bagi Self Defense Forces (SDF) Jepang yang disebabkan oleh 
adanya perubahan keadaan domestik (harapan akan peningkatan peran Self Defense 
Forces (SDF) dalam aliansi) dan internasional (berakhirnya Perang Dingin).92 Hal 
ini dimaksudkan agar Self Defense Forces (SDF) Jepang lebih siap dalam 
menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. Contoh misi ini misalnya pem-
berian bantuan yang efektif dalam bencana alam, kegiatan anti teroris, dukungan 
bagi pasukan penjaga perdamaian untuk membangun lingkungan yang lebih stabil 
dan mempromosikan kerja sama internasional melalui kegiatan bantuan keadaan 
darurat internasional (international emergency relief activity). 93 Untuk itu kapabil-
itas pertahanan Jepang perlu direkstrukturisasi dalam skala atau pun fungsi dengan 
cara memangkas dan membuatnya lebih efisien dan padat, meningkatkan fungsi-
fungsi yang dianggap perlu, serta membuat kemajuan secara kualitatif. Penelitian 
dan pengembangan teknis akan ditingkatkan untuk mempertahankan dan menam-
bah tingkat kualitas kapabilitas pertahanan Jepang sesuai dengan perkembangan 
kecanggihan teknologi. 
Kapabilitas pertahanan Jepang menurut National Defense Program Out-
line (NDPO) ini memiliki tiga peran, yaitu Peran pertama adalah bagi pertahanan 
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92 Ibid., hal 50 
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nasional. Untuk menangkal agresi terhadap Jepang bersamaan dengan pengaturan 
keamanan Jepang-Amerika Serikat maka perlu dimiliki suatu kapabilitas per-
tahanan dengan skala yang cukup dan memiliki fungsi yang diperlukan bagi per-
tahanan, konsisten dengan karakteristik geografi Jepang dan memperhitungkan ka-
pabilitas militer negara-negara tetangga.  
Ketika suatu negara melakukan aksi militer ilegal terhadap Jepang yang 
dapat mengarah pada agresi tidak langsung, tindakan pencegahan harus segera di-
ambil untuk menghadapinya dan mengendalikan keadaan sedini mungkin. Jepang 
harus memiliki struktur pertahanan yang dapat segera merespons berbagai tipe dan 
skala agresi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pertahanannya dan memper-
tahankan serta meningkatkan kredibilitas pengaturan keamanan Jepang-Amerika 
Serikat. 
Peran kedua adalah merespons terhadap bencana skala besar dan berbagai 
situasi lain. Ini termasuk dalam menghadapi tindakan teroris dan situasi lain yang 
memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa dan harta manusia. Jika 
situasi ini terjadi di sekitar wilayah Jepang dan memiliki pengaruh penting bagi 
perdamaian dan keamanan nasional, maka Jepang akan bertindak sesuai dengan 
hukum dan bekerja sama dengan PBB serta melaksanakan pengaturan keamanan 
Jepang-Amerika Serikat. 
Peran ketiga adalah melakukan sumbangan pada pembentukan lingkungan 



















internasional, mempromosikan pertukaran dan dialog keamanan serta ikut serta da-
lam usaha mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan rudal serta pengen-
dalian senjata konvensional.94 
4.1.4 Kepentingan Nuklir Korea Utara 
Korea Utara memang selalu menjadi buah bibir dunia Internasional, teru-
tama jika menyinggung permasalahan pengembangan nuklir miliknya, namun ada 
sesuatu hal yang harus kita ketahui yaitu alasan dan kepentingan Korea Utara dalam 
hal pengembangan nuklir ini, maka dari itu disini penulis akan mencoba menjelas-
kan beberapa alasan tersebut. 
1. Menjaga Keamanan Rezim 
Amerika Serikat sejatinya menganggap bahwa Korea Utara adalah 
Negara yang mendukung kegiatan terorisme, karena alasan itu juga AS 
akhirnya memberikan sanksi ekomomi terhadap Korea Utara. Oleh karena itu 
pula akhirnya Korea Utara menaruh perhatian lebih pada pengembangan sen-
jata nuklir. 
Alasan yang pertama adalah untuk mencegah AS melakukan provokasi 
militer seperti yang dilakukannya kepada Afghanistan dan Irak. Alasan yang 
kedua adalah agar Korea Utara memiliki bargaining power dalam negosiasi 
yang nanti akan dilakukan dengan negara-negara lain. Keamanan rezim Ko-
rea Utara akan dapat tercapai jika AS sedikit mengendurkan sifat permusu-
hannya kepada Korea Utara, dan Korea Utara yakin bahwa pengembangan 
nuklir adalah cara terbaik untuk membuat Amerika Serikat dan Pyongyang 
berdamai. 
                                                 



















2. Self  Defence 
Nuklir menjadi saran Korea Utara untuk berkompertisi di duinia In-
ternasional, Nuklir menjadi senjata mereka agar memiliki nilai dan power da-
lam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Meski 
banyaknya kecaman-kecaman dari dunia internasional, mereka tetap men-
jalankan misi meningkatkan kekuatan nuklir mereka sendiri. 
Korea Utara juga beranggapan bahwa nuklir adalah cara mereka un-
tuk bisa menghadapi Negara – Negara besar ( Self Defense ) yang sekirnya 
mengancam kedaulatan mereka, seperti contohnya Jepang dan yang terutama 
Amerika Serikat yang menganggap Korea Utara adalah negara Axis of Evil. 
3. Motif Ekonomi 
Korea Utara menggunakan nuklir sebagai Instrumen untuk memeras 
Negara – Negara disekitarnya agar mau memberikan bantuan ekonomi dan 
energi, sebagai contoh, Korea Utara meminta bantuan berupa makanan dan 
bahan bakar kepada China jika dirinya bersedia diinspeksi oleh IAEA. Selain 
itu Korea Utara juga meminta kepada AS untuk mencairkan dananya yang 
dibekukan di BDA Macau tahun 2005 untuk kembali ke meja perundingan. 
Pengembangan nuklir Korea Utara juga ditujukan agar dapat mengurangi 
jumlah pasukan bersenjata yang kini mencapai 1,1 juta personel. 
4. Mengangkat Status Korea Utara 
Program pengembangan nuklir Korea Utara juga bertujuan untuk 
mengangkat status mereka dimata dunia Internasional, karena pada umumnya 
program pengembangan nuklir suatu Negara diselenggarakan secara rahasia, 



















mengetahui akan keberadaan senjata miliknya. Korea Utara memberikan 
sinyal pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan AS. 
Gabungan dari militer, ekonomi dan politik ini membuat Korea Utara sangat 
unik. 
4.1.5 Status Hukum Uji Coba Rudal Balistik Korea Utara yang 
Melintasi Wilayah Keedaulatan Negara Jepang 
Berkembangnya senjata-senjata penghancur massal merupakan ancaman 
yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil. Senjata 
nuklir merupakan salah satu senjata penghancur massal yang telah menjadi bagian 
dari strategi perang (baik ofensif maupun defensif). Dalam Hukum Internasional 
ada beberapa senjata-senjata yang dilarang dalam perang, seperti misalnya racun, 
senjata biologi, senjata kimia, peluru mengembang, peluru ledak, booby-trap, 
ranjau darat, senjata bakar, dan senjata laser yang membutakan dan juga rudal balis-
tik.  
Pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir Korea Utara mem-
berikan ancaman terhadap Jepang, yaitu ancaman secara langsung berupa adanya 
proliferasi nuklir Korea Utara, di mana aktivitas pengembangan rudal balistik untuk 
keperluan nuklir tidak sesuai dengan hukum domestik Jepang. Serta ancaman 
secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan rudal balistik Korea Utara yang 
apabila diluncurkan dapat sewaktu-waktu mengenai wilayah yurisdiksi Jepang.  
Korea Utara menunjukkan keberaniannya lagi di dunia internasional pada 
tanggal 29 Agustus 2017 dengan melakukan uji coba peluncuran rudal Hwasong-



















(NPT).95 Yang kemudian Tes nuklir tersebut ditentang oleh dunia internasional, 
khususnya Jepang sebab uji coba rudal balistik tersebut bukan untuk tujuan 
perdamaian.  
Dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) tahun 1995 menetapkan 
atas adanya suatu penggolongan terhadap negara yang bersenjatakan nuklir yang 
disebut dengan Nuclear Weapon States (NWS) yang terdiri dari, Perancis (masuk 
tahun 1992), Cina (1992), Rusia (1968), Inggris (1968), Amerika Serikat (1968). 
Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir yang disebut dengan Non-Nu-
clear Weapon States (NNWS). 96 Mengenai pelarangan untuk penggunaan dan 
mengedarkan senjata nuklir di atur dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 
yang di tujukan untuk negara-negara bersenjata nuklir Nuclear Weapon States 
(NWS yang dimana pada pasal 1 dilarang untuk mengedarkan senjata nuklir atau 
bahan peledak dalam bentuk apapun juga dilarang untuk mengatur peredaran sen-
jata atau bahan peledak nuklir baik secara langsung maupun tidak langsung).97 
Pada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pasal 2 yang berbunyi:  
“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the 
transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear ex-
plosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or 
indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nu-
clear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufac-
ture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices”98 (Setiap senjata non-
nuklir apa pun atau senjata nuklir atau perangkat peledak lainnya atau tidak lang-
sung; tidak melakukan produksi atau membeli senjata nuklir atau perangkat peledak 
nuklir lainnya; dan tidak mencari atau menerima bantuan apa pun dalam pembuatan 
senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya),  
                                                 
95 Rebecca M M. Wallace., op.cit. hal 201 
96 Atikah Nuraini, et.al, Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan, Sebuah Resource Book 
Untuk Praktisi, Penerbit Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hal 10.  
97 African Nuclear- Weapon-Free Zone Treaty, United Nations Document A/50/426, United Na-
tions, New York (1995).  
98 Review Conference of thr Parties to the Treaty on the Non-Prolifereation Nuclear Weapons 




















yang isinya bagi setiap negara yang tidak memiliki senjata nuklir Non-Nuclear 
Weapon States (NNWS) dibawa kendali traktat dilarang untuk menerima peredaran 
nuklir dari pengedar manapun; atau dari Nuclear Weapon States (NWS) baik secara 
langsung maupun tidak langsung, Non-Nuclear Weapon States (NNWS) pun dil-
arang untuk mengembangkan atau menerima bantuan dalam rangka mengem-
bangkan senjata nuklir atau bahan peledak nuklir. Di mana Korea Utara bukan ter-
masuk di dalam Nuclear Weapon States (NWS), yang tidak memiliki kewenangan 
untuk mengembangkan teknologi nuklir. 
Setiap Non-Nuclear Weapon States (NNWS) dibawa kendali traktat dilarang 
untuk menerima perlindungan (safeguarad), sebagaimana kesepakatan untuk di ne-
gosiasikan dan di putuskan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) ber-
dasarkan anggaran dasar International Atomic Energy Agency (IAEA). Tujuannya 
yaitu untuk adanya verifikasi pemenuhan dari kewajiban terhadap Non-Nuclear 
Weapon States (NNWS) dengan maksud mencegah pengalihan energi nuklir atau 
bahan peledak nuklir lainnya, Serta pengontrolan terhadap setiap penyediaan sum-
ber dan peralatan atau bahan khusus yang dirancang atau di persiapkan untuk 
memproses, penggunaan atau produksi material yang di kirim oleh Non-Nuclear 
Weapon States (NNWS) untuk tujuan damai. Sedangkan tujuannya yang lain diben-
tuknya perlindungan atau safeguarad yaitu untuk menghindari adanya hambatan 
perkembangan ekonomi dan teknologi para penandatangan Nuclear Non-Prolifer-



















tenaga nuklir demi perdamaian, tujuan ini pun sesuai dengan Statuta IAEA Pasal 
IV (C).99 
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pun tidak mengatur mengenai 
sanksi bagi pelanggaran pengembangan teknologi nuklir. Perjanjian hanya menga-
tur Negara pemilik teknologi nuklir yang terikat oleh perjanjian untuk bernegosiasi 
atas langkah-langkah yang berkaitan dengan penghentian senjata nuklir dan pelu-
cutan senjata dengan itikad baik. Hal yang sama pun berlaku pada perjanjian ten-
tang pelucutan senjata dibawa kontrol dunia internasional. 
Mengikatnya Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) sebagai sumber 
hukum dalam mengawasi pengembangan program tenaga nuklir yang dilakukan 
oleh suatu Negara peserta perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi setiap ang-
gota perjanjian tersebut. Negara dapat terikat kedalam perjanjian melalui beberapa 
cara menurut Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) seperti misalnya:100 
1. Negara tersebut menyatakan keikut sertaannya kedalam perjanjian; 
2. Melalui persetujuan oleh negara penandatangan traktat; 
3. Traktat mulai berlaku pada tanggal penyimpanan bukti ratifikasi atau kesepa-
katan mereka. 
Sejak konferensi Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Pada Tahun 
1995 International Atomic Energy Agency (IAEA) pun menetapkan tiga komisi 
yang dapat menjangkau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yaitu:101 
                                                 
 
99 Diakses dari https://www.hrw.org/news/2017/12/19/burma-methodical-massacre-rohingya-vil-
lage, tanggal 01 Mare 2018, pukul 12.45. 
100 Ibid., hal 135 



















1. Komisi Utama 1: Penanganan keamanan dan pelucutan senjata. Komisi ini ber-
tugas untuk meninjau ulang pasal 1 dan II Nuclear Non-Proliferation Treaty 
(NPT) tentang komitmen non-proliferation negara pendukung. 
2. Komisi Utama II: Penanganan zona bebas nuklir, perlindungan, dan Non-Pro-
liferasi. Komisi ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pasal III (verifi-
kasi dan perlindungan International Atomic Energy Authority (IAEA) atas 
semua kawasan dunia), pasal I dan II (komitmen non-proliferasi yang berkaitan 
dengan verifikasi nuklir demi perdamaian), dan pasal VII (penciptaan zona 
bebas nuklir). 
3. Komisi Utama III: Penggunaan energi nuklir demi perdamaian. Komisi ini ber-
tugas untuk memeriksa pelaksanaan pasal III (pencegahan keterhambatan 
perkembangan teknologi dan ekonomi negara-negara pendukung Nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT)), pasal IV (promosi penggunaan energy nuklir un-
tuk perdamaian), dan pasal V (pemakaian nuklir) dan paragraf pembukaan Nu-
clear Non-Proliferation Treaty (NPT). 
Maka untuk dapat menghadapi hal tersebut International Atomic Energy 
Agency (IAEA) menerapkan empat model pengawasan demi mencegah pelanggaran 
penggunaan nuklir untuk kepentingan selain damai. Hal tersebut dilakukan dengan 
cara penerapan dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT):102 
1. Inspeksi Ad Hoc, infeksi ini berupa verifikasi atas laporan negara yang menan-
datangani Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Inspeksi ini juga meliputi 
pengawasan atas perdagangan bahan-bahan nuklir dunia internasional. 
                                                 




















2. Inspeksi Rutin, inspeksi ini adalah inspeksi yang sering dilakukan. Inspeksi ini 
terbatas pada fasilitas nuklir atau tempat yang memiliki bahan-bahan nuklir. 
 Namun pencegahan terhadap Pelanggaran pengembangan energi nuklir 
untuk kepentingan militer bukan hanya dilakukan oleh International Atomic Energy 
Agency (IAEA). Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)-pun ikut 
serta dalam mengeluarkan resolusi-resolusi yang terkait dengan pengembangan 
tenaga nuklir. 
 Dewan Keamanan PBB (Security Council) merupakan salah satu organ 
penting PBB yang bertindak sebagai pembentuk, penjaga dan pengawas perdama-
ian dan keamanan internasional yang memiliki wewenang didalam membangun 
operasi peace keeping, membentuk sanksi-sanksi internasional bagi negara yang 
dianggap melakukan pelanggaran, serta memiliki wewenang didalam melakukan 
aksi militer dalam melancarkan operasi peace building serta peace keeping ber-
dasarkan apa yang telah diagendakan.103 Wewenang yang dimiliki oleh Dewan 
Keamanan PBB harus disesuaikan dengan Piagam PBB yang telah ditetapkan se-
bagai dokumen konstitusional, yang menyangkut pembagian kekuatan dan fungsi 
diantara masing-masing organ PBB.104  
 Berdasarkan pada Pasal 6 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat 
merekomendasikan prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk me-
nyelesaikan masalah yang terkait dengan konflik yang dianggap membahayakan 
perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu prosedur tersebut ialah 
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menetapkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh De-
wan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait pelanggaran 
pengembangan tenaga nuklir yaitu: 
Tabel 4.2 Tiga Resolusi Dewan Keamanan PBB 
No. Resolusi No. Tentang Isi 
1. 1718 
Uji coba pelun-
curan rudal nuklir 
Korea Utara pada 9 
Oktober 2006. 
Meminta Korea Utara tidak lagi 
melakukan uji coba nuklir, tidak 
meluncurkan rudal balistik, dan 




curan rudal nuklir 
Korea Utara pada 
25 Mei 2009. 
Menuntut Korea Utara untuk tidak lagi 
melakukan uji coba nuklir atau 
peluncuran apapun yang menggunakan 
teknologi peluru kendali balistik. 
3. 2087 
Peluncuran satelit 
Korea Utara untuk 
ilmu pengetahuan 
pada 12 Desember 
2012. 
Melarang semua perdagangan produk 
yang juga memiliki penggunaan militer, 
meningkatkan penggeledahan kapal-
kapal yang masuk pelabuhan Korea 
Utara, memantau semua perdagangan 
yang dibayar dengan uang tunai, 
meminta Korea Utara mematuhi resolusi 
sebelumnya dan menanggalkan semua 
senjata nuklir serta program nuklirnya, 
juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih 
lanjut yang menggunakan teknologi 
rudal balistik, uji coba nuklir, atau pro-
vokasi lebih lanjut. 
  
 Dari tabel di atas berhubungan dengan uji coba peluncuran rudal balistik 
Korea Utara, dewan keamanan PBB pernah mengeluarkan beberapa resolusi antara 
lain sebagai berikut: 
1. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006 
 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1718 pada 14 Ok-



















Resolusi Ini meminta Korea Utara tak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak me-
luncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program 
nuklirnya. PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor untuk tank tempur, 
kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tem-
pur, kapal perang, rudal atau sistem rudal,serta jenis senjata lainnya.  Negara ang-
gota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara 
yang terlibat dalam program nuklir.  Namun Korea Utara secara tegas menolak 
sanksi yang telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Menurut Duta Besar 
Korea Utara untuk PBB, Pak Gil Yon, Dewan Keamanan PBB telah menerapkan 
standar ganda.105 Badan tertinggi PBB telah memberlakukan embargo keuangan 
dan militer yang keras terhadap Korea Utara. 
 Akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat, Resolusi 1718 disahkan 
setelah para utusan negara anggota Dewan Keamanan PBB melakukan pembic-
araan intensif selama beberapa jam. Akan tetapi Rusia dan Cina merasa keberatan 
dengan opsi militer yang dicantumkan dalam resolusi usulan Amerika Serikat ter-
sebut. Sebagai hasil dari rasa keberatan Cina atas opsi militer yang akan diterapkan 
ke Korea Utara, maka opsi militer tersebut akhirnya dicabut dari rancangan 
resolusi. Namun, resolusi tetap memberlakukan sanksi ekonomi dan larangan per-
jalanan kepada pejabat dan keluarga pejabat Korea Utara. Selain AS yang gencar 
didalam mengeluarkan resolusi ini, Jepang menyambut Resolusi Nomor 1718 
dengan menjatuhkan beberapa sanksi tambahan kepada Korea Utara.106 
 Jepang merasa perlu untuk memberikan sanksi tambahan mengingat The 
Founding Father Korea Utara yang merupakan mantan seorang pejuang gerilyawan 
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yang anti terhadap Jepang. Jepang merasa khawatir dengan adanya peningkatan 
kekuatan militer dari Korea Utara karena sebagai negara yang dekat dengan Korea 
Utara, Jepang menyadari bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang diang-
gap lemah untuk melawan nuklir Korea Utara. Jepang memberikan sanksi tamba-
han agar Korea Utara tidak mampu mengembangkan program nuklirnya dengan 
melarang semua impor dari Korea Utara dan melarang kapal-kapal Korea Utara 
untuk berlabuh di Jepang.  
 Pemberian sanksi kepada Korea Utara yang terwujud dalam Resolusi De-
wan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006 terkait uji coba peluncuran rudal 
Korea Utara mendapatkan kritikan dari beberapa diplomat negara anggota PBB. 
107Dalam pernyataan resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB memerintahkan 
komite sanksi untuk menjalankan sanksi finansial dan pengetatan embargo senjata 
bagi Korea Utara, namun menurut beberapa diplomat, kinerja dari komite sanksi 
dianggap kurang baik. Mereka mengungkapkan bahwa komite sanksi belum me-
nyusun daftar perusahaan yang seharusnya masuk kedalam daftar hitam PBB se-
hingga hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan Resolusi Nomor 1718 tidak ber-
jalan dengan baik. Duta Besar AS, Susan Rice mengatakan bahwa Amerika Serikat 
dan Jepang akan segera menyusun dan menyerahkan daftar perusahaan yang seha-
rusnya diikutsertakan kedalam resolusi ini agar dimasukkan kedalam daftar hitam 
PBB karena perusahaan tersebut dinilai membantu program rudal dan nuklir Korea 
Utara.  
 Tuduhan dari anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Jepang kepada 
Korea Utara mengenai upaya pengembangan senjata nuklir terus berlanjut. Hal ini 
                                                 



















dikarenakan pada Selasa, 24 Februari 2009 Korea Utara memberikan pernyataan 
terbuka bahwa mereka siap meluncurkan satelit ke orbitnya. Pernyataan terbuka 
Korea Utara ini dipandang negara-negara tetangga dan AS sebagai uji coba rudal 
balistik. kendali jarak jauh, Taepodong 2 yang telah mengalami peningkatan ke-
mampuan. Pernyataan dari Badan Teknologi Luar Angkasa Korea Utara disam-
paikan di tengah kekhawatiran internasional bahwa negara komunis itu sedang 
berupaya untuk menembakkan rudal paling mutakhir, Taepodong 2 yang bisa digo-
longkan sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 
1718 Tahun 2006.108 
 Akan tetapi apa yang dituduhkan oleh Dewan Keamanan PBB, mendapat-
kan bantahan dari Korea Utara karena Korea Utara sudah menegaskan bahwa 
mereka memiliki hak untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Namun apa 
yang disampaikan oleh Korea Utara tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab 
pada masa lalu Korea Utara selalu menggunakan istilah pengembangan program 
luar angkasa atau peluncuran satelit untuk menyembunyikan usaha uji coba rudal. 
Sebagai respons atas peluncuran rudal tersebut, Pemerintah Jepang telah bersiaga 
penuh untuk menghadapi keadaan darurat dalam bentuk apapun. Jepang akan 
mengamati dari dekat terkait peluncuran rudal tersebut, karena menurut Jepang apa-
bila peluncuran tersebut berhasil, maka Korea Utara akan mempunyai rudal dengan 
jarak tempuh 6.700 km yang secara khusus mampu mencapai wilayah pantai AS.109 
 Jepang yang merasa khawatir dengan peluncuran rudal Taepodong 2, terus 
mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk melacak jejak rudal Korea Utara saat rudal 
tersebut melintasi wilayah Jepang. Korea Utara memperingatkan bahwa segala 
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macam upaya yang digunakan untuk menembak jatuh rudal tersebut akan dipan-
dang sebagai tindakan perang karena Pyongyang bersikukuh bahwa rudal itu mem-
bawa satelit komunikasi eksperimental. Jepang dan AS segera meminta pertemuan 
darurat Dewan Keamanan PBB digelar karena rudal tersebut diluncurkan dari kom-
pleks situs peluncuran rudal Korea Utara yaitu sebuah fasilitas militer Musudan-ri 
di bagian timur laut Korea Utara.110 
 Atas adanya tuntutan dari Jepang terhadap Dewan Keamanan PBB untuk 
segera mengadakan sidang darurat, maka Dewan Keamanan PBB mengabulkan 
permintaan Jepang untuk menggelar siding darurat di New York. Menurut Je-
pang,rudal tersebut lepas landas menjelang tengah hari waktu setempat dalam 
rentang waktu peluncuran yang telah diumumkan sebelumnya. Rudal tersebut 
melintasi Jepang ke arah Samudera Pasifik akan tetapi Jepang tidak menghadang 
rudal tersebut karenA dianggap belum mengancam wilayahnya. Tuduhan yang 
diberikan oleh Jepang dibantah oleh Korea Utara dengan memberikan pernyataan 
bahwa apa yang diluncurkan oleh Korea Utara merupakan sebuah satelit yang akan 
memancarkan data dan rekaman Song of General Kim Il Sung dan Song of General 
Kim Jong II untuk mengenang pemimpin Korea Utara dan putranya.  
 Pada 25 Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal bawah tanah 
yang menyita perhatian serta menyebabkan kemarahan dunia internasional, karena 
secara nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian 
dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dewan Kea-
manan PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab VII Piagam PBB 
yang mengatur mengenai “ancaman terhadap ketentraman” dan “tindakan untuk 
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melakukan agresi”. Akhirnya, embargo yang terjadi pada Korea Utara yang beru-
jung pada semakin diisolasikan dari pergaualan bangsa-bangsa semakin gencar.111 
Perwakilan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dil-
akukan oleh Korea Utara telah mengancam rejim anti pengembangbiakan bahan 
nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya 
pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional. 
 Nuklir Korea Utara merupakan suatu kegiatan yang lebih dari militerisme 
secara umum, program nuklir Korea Utara dianggap sebagai suatu alat untuk mem-
pertahankan kelangsungan bangsa. Melihat adanya peningkatan dalam pengem-
bangan nuklir Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan meyakini 
bahwa Korea Utara telah melakuakan uji coba rudal balistik jarak jauh, bukan 
satelit. Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan akhirnya 
berhasil mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi lebih ketat 
lagi kepada Korea Utara karena telah terbukti melanggar Resolusi Nomor 1718 Ta-
hun 2006 yang melarang segala bentuk uji coba dan peluncuran rudal. 
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009 
 Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Jumat, 12 
Juni 2009 mengesakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874, yang mem-
perkeras sanksi bagi Korea Utara atas tindakannya dalam melakukan uji coba nuklir 
pada 25 Mei 2009. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1874 disahkan dengan suara 
bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan di Markas Besar PBB, New York, 
pada Jumat siang, setelah rancangan resolusi mengalami pembahasan selama ham-
pir tiga minggu. Dalam Resolusi 1874, Dewan Keaman PBB menuntut Korea Utara 
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untuk tidak lagi melakukan uji coba nuklir atau peluncuran apapun yang 
menggunakan teknologi peluru kendali balistik. Dewan Keamanan PBB juga men-
gecam uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada 25 Mei 2009 yang meru-
pakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi sebelumnya, terutama Resolusi 1718 
tahun 2006 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB setelah Korea Utara 
melakukan uji coba nuklir yang pertama.112 
 Sebelumnya dalam Resolusi 1718, Dewan Keamanan PBB melarang Ko-
rea Utara melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program rudal dan sen-
jata atom. Dewan Keamanan PBB juga menjatuhkan sanksi keuangan terbatas dan 
embargo perdagangan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara. Melalui 
Resolusi 1874 tahun 2009, Dewan Keamanan PBB mempertajam larangan bagi Ko-
rea Utara untuk melakukan ekspor-impor senjata, termasuk kendaraan perang lapis 
baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang, kapal perang dan proyek-
til.113 Salah satu tindakan Dewan Keamanan yang dianggap paling keras dalam 
menerapkan sanksi terhadap Korea Utara adalah mendorong negara-negara anggota 
PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut dan pesawat milik 
Korea Utara yang dicurigai mengangkut nuklir dan bahan- bahan lainnya yang dil-
arang oleh PBB.  
 Tetapi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009 menjadi 
kurang efektif karena Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB cender-
ung melindungi Korea Utara dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi 
dari kedua negara tersebut. Cina sebagai sekutu tradisional Korea Utara menunjuk-
kan sikap positif terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un dengan memberi bantuan 
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kepada Korea Utara berupa pangan dan minyak sejumlah 500 ribu ton bahan ma-
kanan dan 250 ribu ton minyak mentah. Cina sebagai sekutu terdekat Korea Utara 
merupakan donatur utama pangan yang berjumlah 90% dan minyak yang berjumlah 
80%. Bantuan ini diberikan mengingat kondisi perekonomian Korea Utara yang 
sangat lemah. 114 
 Selain memberikan bantuan berupa pangan dan minyak, Cina juga men-
dorong Korea Utara untuk mengadopsi gaya reformasi ekonomi Cina agar 
melakukan reformasi perekonomian karena ekonomi Korea Utara sangat kurang. 
Kim Jong Un mulai melakukan reformasi ekonomi pada Korea Utara setelah ia 
melakukan kunjungan negara yang pertama di Cina pada awal Agustus 2012.115 
Kim Jong Un mengatakan akan mengikuti langkah reformasi Cina yaitu dengan 
mengembangkan dan meningkatkan ekonomi agar rakyat Korea Utara bisa hidup 
bahagia dan sejahtera. Apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un menjadi sangat ber-
beda dengan kebijakan otoriter Kim Jong ll terhadap rakyatnya. Korea Utara mulai 
melakukan reformasi ekonomi dengan menerapkan sistem insentif dan mengiz-
inkan keluarga rumah tangga untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan volume 
hasil produksi mereka. Langka-langkah reformasi tersebut memungkinkan adanya 
otonomi yang lebih besar bagi perusahaan dan pabrik yang ada di Korea Utara. 
 Selain melakukan reformasi ekonomi terhadap negaranya, Korea Utara 
juga meningkatkan hubungan dengan Cina melalui hubungan kerja sama bilateral. 
Wakil ketua Komite Pertahanan Nasional Korea Utara, Jang Sung-taek melakukan 
kunjungan ke Cina untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan 
Cina. Kunjungan Jang ke Cina pada tanggal 13 hingga 18 Agustus 2012 menarik 
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perhatian yang sangat besar karena kunjungan itu merupakan kunjungan pejabat 
tinggi Korea Utara pertama ke Cina sejak rejim Kim Jong-un memimpin. 116Pada 
pertemuan tersebut, Jang sepakat bekerja sama dengan Cina untuk menangani 
pengembangan proyek bersama di zona ekonomi khusus, Raseon dan daerah di 
sekitar Hwanggeumpyeong dan pulau Wihwa serta bertemu dengan para pejabat 
tinggi Cina, termasuk Presiden Cina Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao. 
Dalam hal peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara, Cina sebagai sekutu 
utama Korea Utara mengimbau kepada semua pihak agar menahan diri dan mem-
berikan sikap positif seperti menekankan mekanisme diplomasi sebagai alat yang 
rasional untuk menyelesaikan masalah. 117 Bukan dengan memperlihatkan sikap 
negatif yang semakin menambah permasalahan seperti yang diinginkan oleh 
Amerika Serikat dan sekutunya serta PBB. 
 Upaya diplomasi Cina untuk menyelesaikan permasalahan di Semenan-
jung Korea adalah dengan mendorong Korut untuk kembali ke six party talks. Cina 
mengimbau agar negara-negara anggota six party talks seperti Amerika Serikat, 
Rusia, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan untuk bersama-sama menjaga perdama-
ian dunia dan mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea. 
Hal itu diwujudkan Cina dengan mengadakan pertemuan pada 30 Juli 2012 dan 3 
Agustus 2012 dengan Korea Utara untuk membicarakan perjanjian denuklirisasi 
Korea Utara dan mendorong Korea Utara agar kembali ke meja perundingan enam 
negara agar permasalahan terkait nuklir dapat diselesaikan dengan adanya hukum 
tertulis yang diakui oleh dunia  internasional.118 
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3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2087 Tahun 2013 
 Pada tanggal 12 Desember 2012 kantor berita resmi Korea Utara, Korean 
Central News Agency (KCNA), mengkonfirmasi bahwa Korea Utara meluncurkan 
dan mengorbitkan satelit Kwangmyongsong 3 versi kedua yang bertujuan menjun-
jung tinggi warisan Kim Jong 11 yang meninggal pada 17 Desember 2011 yang 
digunakan untuk tujuan damai serta ilmu pengetahuan. Peluncuran rudal tersebut 
langsung mendapatkan respon dari Dewan Keamanan PBB karena menurut Dewan 
Keamanan PBB, Korea Utara kembali telah melanggar resolusi-resolusi yang telah 
dikeluarkan sebelumnya, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Ta-
hun 2006 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 Tahun 2009. Tanggal 
23 Januari 2013 Dewan Keamanan PBB secara resmi mengeluarkan Resolusi No-
mor 2087 Tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal yang diklaim 
Korea Utara sebagai satelit untuk ilmu pengetahuan tersebut pada tanggal 12 
Desember 2012119. Resolusi ini tidak hanya mengulangi sanksi-sanksi yang tercan-
tum dalam resolusi-resolusi sebelumnya, tetapi juga antara lain melarang 
perdagangan semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan 
penggeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, memantau 
semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai, meminta Korea Utara me-
matuhi resolusi sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program 
nuklirnya, juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih lanjut yang menggunakan 
teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut.120 
                                                 
119 Paul Szazs, The law Ana' Practices of The Atomic Energy Authority, IAEA, legal series No.7, 
hlm.532-533 
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Sehingga dapat disimpulkan dari alasan Dewan Keamanan PBB yang 
secara tegas mengeluarkan resolusi-resolusi atas uji coba peluncuran rudal balistik 
yang dilakukan Korea Utara. Dimana pelarangan tersebut dilakukan bukan semata 
hanya karena Korea tidak memenuhi kwalifikasi hukum untuk memuat rudal balis-
tik, namun karena pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir tersebut 
dilakukan bukan untuk kepentingan damai. Apalagi jika menelaah kembali pada 
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dimana Korea utara bukanlah Nuclear 
Weapon States (NWS), sehingga status hukum uji coba peluncuran rudal balistik 
yang dilakukan Korea Utara yang melintasi wilayah kedaulatan Negara Jepang ada-
lah illegal apalagi jika menelaah dari garis wilayah kedaulatan Negara lain.  
 
4.2 Akibat Hukum Terhadap Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea 
Utara yang Melintas di Atas Wilayah Kedaulatan Negara Jepang  
Pada dasarnya, ruang udara wilayah negara ditutup untuk pesawat negara 
lain. Tidak ada pesawat bisa terbang di atas wilayah lain atasnya negara atau tanah 
tanpa otorisasi sebelum negara. Ini berarti setiap penerbangan dilakukan adalah me-
langgar wilayah udara negara lain. Karakteristik wilayah udara sebagai media 
gerakan membuatnya sensitif untuk keamanan dan pertahanan negara di bawah (ko-
long Negara). Kelebihan dari wilayah udara untuk serangan militer, yakni ke-
cepatan, jangkauan, surprice dan penetrasi, dapat dioptimalkan melalui media udara 




















Sifat tertutup ruang udara nasional itu dapat dipahami mengingat ruang 
udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan kea-
manan Negara kolong. Keuntungan-keuntungan serangan militer seperti kecepatan 
(Speed), jangkauan (range), pendadakan (surprice), penyusupan (penetration) 
dapat dilakukan dengan optimal hanya melalui media udara dengan pesawat 
udara.121 Hal ini mendorong setiap Negara mengenakan standar penjagaan ruang 
udara nasionalnya secara ketat dan kaku. Karena sifatnya yang demikian maka di 
ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di 
laut teritorial suatu negara. 
Ketika suatu negara tidak mentaati suatu resolusi yang dikeluarkan oleh 
Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi baik 
secara non militer maupun secara militer. Hal itu diatur dalam pasal 41 dan 42 Pia-
gam PBB. Pasal 41 piagam PBB menentukan: 
 “The Security Council may decide what measures not involving the use of armed 
force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the 
Members of the United Nations to apply such measures. These may include com-
plete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, tel-
egraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplo-
matic relations”.  
 
Dalam pasal itu diatur tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan 
militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian 
hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegrap, radio 
juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Apabila 
usaha yang didasarkan pada Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka akan diambil 
tindakan berdasarkan pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan: 
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 “Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 
would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by 
air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international 
peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other 
operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”.  
 
Dalam Pasal 42 menentukan bila usaha yang didasarkan pasal 41 tidak mencukupi, 
maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan 
angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian 
dan keamanan Internasional. Hal ini bertujuan untuk menunjukan power of enforce-
ment dari Dewan Keamanan kepada negara – negara yang terlibat sengketa inter-
nasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya kea-
manan dan perdamaian internasional.122 
4.2.1 Ketentuan Menurut Hukum Udara Internasional 
Secara umum rudal balistik merupakan bagian dari perlengkapan militer 
bagi negara yang memilikinya. Maka sehubungan dengan hal itu dalam kajian 
hukum internasional pengaturan tentang rudal balistik ini dimasukkan pada bagian 
tentang pengaturan pesawat negara. Karena belum adanya instrumen khusus yang 
membahas mengenai rudal balistik  
Konferensi Paris 1910 membahas mengenai perbedaan antara pesawat 
udara sipil dan pesawat udara militer yang dikategorikan ke dalam pesawat udara 
negara, namun konferensi tersebut tidak berhasil mengesakan konvensi inter-
nasional mengenai pengaturan penerbangan internasional sehingga tidak berhasil 
merumuskan perbedaan pesawat udara sipil dan pesawat udara Negara secara 
formil. Kemudian pada tahun 1919, telah berhasil mengesakan Konvensi Inter-
nasional dengan judul Convention Relating to Regulation of Aerial Navigation, di 
                                                 



















Paris.123 Dalam konvensi tersebut telah dirumuskan secara formal perbedaan antara 
pesawat udara sipil dan pesawat udara negara.124 
Pasal 30 Konvensi Paris 1919 mengatakan bahwa pesawat udara negara 
adalah pesawat udara militer, pesawat udara yang semata-mata untuk pelayanan 
public (public services) misalnya, pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. Pe-
sawat udara sipil adalah pesawat selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. 
Perbedaan kedua jenis pesawat udara ini berdasarkan hak dan kewajiban menurut 
hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Paris 1919. Pengaturan lebih jelas 
terdapat dalam Pasal 32 yang berbunyi: 
 “No militaryaircraft of a contracting states shall fly over the territory of 
another Contracting State nor land thereon without special authorization (permis-
sion). ”125 
 Dijelaskan bahwa pesawat udara militer (Negara) tidak mempunyai hak 
untuk melakukan penerbangan di atas wilayah Negara anggota Konvensi Paris 
1919. Sedangkan pesawat udara sipil di waktu damai mempunyai hak untuk 
melakukan penerbangan lintas damai di atas wilayah Negara anggota lainnya, na-
mun demikian wilayah Negara tersebut tidak berlaku untuk pesawat udara sipil 
yang melakukan dinas penerbangan internasional berjadwal maupun pesawat udara 
Negara.  
Hal ini berarti pesawat udara militer tidak dapat dikenakan ketentuan 
hukum Negara lain yang berlaku seperti halnya terhadap pesawat udara sipil. Tam-
bahan pula, awak pesawat udara militer memperoleh manfaat dari hak imunitas di 
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dalam yurisdiksi kedaulatan Negara teritorial lain hanya sepanjang tindakan dan 
sikapnya itu sesuai dengan apa yang menjadi misinya. Jika terjadi sengketa berkai-
tan dengan imigrasi, bea cukai, atau karantina, maka hak tuan rumah hanya terbatas 
pada meminta pesawat udara Negara tersebut untuk meninggalkan wilayahnya. 
Ketentuan-ketentuan penerbangan internasional (termasuk perbedaan pe-
sawat udara sipil dengan pesawat udara Negara) dalam Konvensi Paris 1919, diam-
bil alih oleh Konvensi Havana 1928, yang kemudian kedua konvensi tersebut di-
cabut oleh Pasal 80 Konvensi Chicago 1944.126 Ketentuan pembedaan pesawat 
udara sipil dengan pesawat udara negara dalam Konvensi Chicago 1944 tercantum 
dalam Pasal 3 (c). Menurut pasal tersebut, pesawat udara sipil adalah selain da-
ripada pesawat udara Negara, sedangkan yang dimaksud pesawat udara Negara 
adalah pesawat udara yang dipergunakan untuk militer, polisi dan bea cukai. Pe-
sawat udara negara tidak mempunyai hak melakukan penerbangan di atas wilayah 
Negara anggota.127 Sebaliknya menurut Pasal 5 Konvensi Chicago 1944, pesawat 
udara selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai yang melakukan pen-
erbangan internasional tidak berjadwal dapat melakukan di atas wilayah Negara 
anggota tanpa memperoleh ijin terlabih dahulu. Dalam praktik, ketentuan pasal 5 
ini tidak dapat dilaksanakan karena setiap Negara berdasarkan paragraph 2 dapat 
mengenakan persyaratan-persyaratan tertentu yang berat dilaksanakan.  
4.2.2 Batas Wilayah Kedaulatan Negara Di Ruang Udara 
Sewaktu manusia hanya mampu menerbangkan pesawat udara di ruang 
udara, maka kebutuhan akan mengembangkan status hukum ruang udara tidak 
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merupakan persoalan yang mendesak walaupun Pasal 1 Konvensi Chicago yang 
menyebutkan bahwa “setiap negara peserta mengakui bahwasanya setiap negara 
mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas terito-
riainya“.128  merupakan suatu usaha untuk memastikan status hukum ruang udara 
tersebut jelas menyatakan pendirian negara-negara sebelumnya tentang adanya hak 
kedaulatan itu. Tidak banyak ditemukan usaha-usaha penelitian ke arah tersebut, 
mengingat bahwa segala sesuatunya telah cukup ditampung oleh penafsiran yuridis 
terhadap Pasal 1 Konvensi Chicago. Terkait dengan kedaulatan di wilayah udara, 
dewasa ini yang menjadi masalah adalah untuk menentukan batas ruang udara 
secara langsung. Namun telah di sebutkan jika kedaulatan teritorial suatu negara 
mencakup tiga dimensi. 
Tiga dimensi dari kedaulatan teritorial  terdiri dari tanah (daratan) yang 
mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut. misalnya kekayaan 
tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut, laut dan udara. Tapi 
tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut), yaitu yang disebut sebagai 
negara-negara tertutup(Iandlocked States), seperti Laos, Kemboja, Swiss, Austria, 
Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Irak, Kongo, Nigeria, dsb. Sedang yang mem-
iliki lengkap tiga dimensi adalah, misalnya, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singa-
pura, India, Pakistan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argen-
tina, Australia, Cina, Korea, Jepang, dsb. 129Dengan demikian, tidak semua negara 
memiliki wilayah tiga dimensi (wilayah daratan, perairan, dan ruang udara) dan 
tidak semua negara memiliki wilayah perairan (laut), namun tidak satu pun negara 
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di dunia ini yang tidak memiliki wilayah daratan dan ruang udara.130 Prinsipnya 
bahwa “setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif” ini kemudian 
menjadi pedoman bagi negara-negara dalam pengaturan tentang kedaulatan negara 
di ruang udara di atas wilayahnya dan dalam Hukum Interrnasional di bidang pen-
erbangan. 
Pedoman pengaturan tentang kedaulatan negara di ruang udara tersebut 
sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 pasal 2 yang menjelaskan mengenai terito-
rial/wilayah yang dijelaskan bahwa “wilayah darat dan perairan, laut teritorial yang 
terletak padanya berada di bawah kedaulatan. perlindungan atau mandat dari 
negara“.131  Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Konvensi Chicago 1944 tidak 
secara tegas mengatur kedaulatan udara di atas laut teritorial. Maka untuk menen-
tukan batas ruang udara di atas perairan teritorial mengikuti Pasal 2 ayat (2) Kon-
vensi Jenewa 1958 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Menurut Pasal 3 Kon-
vensi PBB batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis pangkal. Khususnya 
untuk Jepang,132 karena hanya peserta konvensi PBB maka batas kedaulatan ruang 
udara di atas Iaut teritorial adalah 12 mil, sedangkan negara-negara Iain batas ter-
gantung konvensi yang di ratifikasi. Apabila negara tersebut meratifikasi konvensi 
PBB tentang Hukum Laut berlaku 12 mil. 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku 12 mil. Penjelasan di atas 
menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara adalah sama luas dengan 
kedaulatan di darat atau di perairan. Artinya, kedaulatan negara di ruang udara 
secara horizontal adalah melekat dan sama luas dengan di bawahnya (kedaulatan di 
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darat maupun di perairan). Sedangkan secara vertikal hingga sekarang belum bisa 
diputuskan karena belum ada konvensi internasional yang mengatur di mana ruang 
udara berakhir dan di mana angkasa dimulai. Berbagai usul dikemukakan untuk 
menentukan batas ruang udara dengan ruang angkasa, tetapi belum ada kata sepakat 
secara internasional. Unsur-unsur tersebut antara Iain batas ruang udara dengan 
angkasa ditentukan oleh atmosfer paling atas berdasarkan berbagai teori seperti te-
ori gravitasi, teori demarkasi antara aeronautika dengan astronautika, teori pen-
dekatan fungsional atau penentuan secara tegas jarak tertentu dari permukaan bumi 
atau penentuan secara tegas jarak tertentu dari permukaan bumi, tetapi belum ada 
yang disepakati secara internasional. Penentuan batas antara udara dan angkasa ter-
sebut sudah  merupakan agenda pembahasan oleh komite angkasa untuk maksud 
mengetahui secara konkret batas ruang udara, sehingga pelanggaran-pelanggaran 
kedaulatan negara bisa diminimalkan. 
Pelanggaran wilayah udara (aerial intrusion) adalah suatu keadaan, di 
mana pesawat terbang suatu Negara sipil atau militer memasuki wilayah udara 
Negara lain tanpa izin sebelumnya dari Negara yang wilayahnya dimasuki itu. 
Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya tersebut hanya menjadi hak yang 
utuh dan penuh dari negara kolongnya. Hingga kini belum ada perjanjian inter-
nasional yang secara jelas menetapkan jarak ketinggian kedaulatan masing-masing 
negara terhadap ruang udara/angkasa di atas wilayahnya. Pada umumnya hanya 
disebutkan: “berdaulat penuh atas ruang udara dan angkasa di atas wilayah teri-
torialnya” atau seperti pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang berbunyi: “every high 



















Chicago yang mencantumkan: “full and complete sovereignty on the air space over 
its territory”.133 
Jika kita mengaji klaim-klaim (tuntutan) atau protes yang pernah diajukan 
sehubungan dengan penggunaan ruang udara/angkasa di atas wilayah suatu negara 
oleh pesawat udara atau peralatan ruang angkasa dari negara lain, maka batas paling 
tinggi adalah sampai garis edar Orbit Geostasioner (Geostationery Orbit). 134 Misal-
nya, ketika Tonga (suatu negara pulau kecil di kawasan Pasifik Selatan) memprotes 
bergesernya koordinat garis edar Satelit Palapa B1 (milik Indonesia) pada GSO di 
atas wilayah Indonesia ke koordinat yang berada di atas wilayah Tonga. 
Kalau klaim atau protes terhadap melintasnya pesawat udara asing, baik 
pesawat sipil dan komersial (angkutan penumpang dan barang/kargo) maupun pe-
sawat tempur, sudah sering terjadi. Sehingga batas kedaulatan sampai ketinggian 
perlintasan di udara oleh pesawat terbang sudah jelas diterima secara global dan 
internasional. Sedangkan yang lebih tinggi dari pada ketinggian lalu lintas pen-
erbangan adalah sampai batas penempatan satelit-satelit pada GSO (Geostationery 
Orbit). GSO letaknya adalah sekitar 35.870 km dari permukaan bumi (permukaan 
air laut).135 
Sehubungan dengan hal tersebut, ruang udara nasional suatu negara sepe-
nuhnya tertutup bagi pesawat udara asing atau pun rudal untuk keperluan militer. 
Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya hanya menjadi hak yang utuh dan 
penuh dari Negara kolongnya. Diterimanya prinsip utuh dan penuh dalam Konvensi 
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Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, menunjukkan bahwa wilayah udara setiap 
Negara dinyatakan tertutup (the air is closed) dan bukannya bebas terbuka (the air 
is free). Konsep the air is closed dilandasi secara kuat oleh alasan pertimbangan 
keamanan Negara (security consideration).136  
Pengakuan terhadap konsep kedaulatan Negara di ruang udara tentu saja 
tidak berarti menutup ruang udara nasional dari penerbangan oleh pesawat udara 
asing. Kebutuhan untuk melayani jasa penerbangan internasional serta meningkat-
kan interdependensi antar bangsa/negara memaksa negara-negara untuk saling 
mempersatukan kedaulatannya di ruang udara untuk memperoleh kebebasan-
kebebasan di ruang udara (freedom of the air).  
Kesadaran negara-negara akan sifat khusus dari potensi penggunaan pe-
sawat udara sebagai alat utama sistem senjata teknologi. Terlihat bahwa ruang 
udara dapat dijadikan media serangan-serangan militer, suatu hal yang sangat ra-
wan. Hal ini juga yang mendorong setiap negara menggunakan standar penjagaan 
ruang udara wilayahnya secara ketat dan kaku. Pelanggaran wilayah udara nasional 
sering kali ditindak dengan kekerasan senjata. Dari satu sisi penindakan tersebut 
dapat dibenarkan karena negara memiliki otoritas penuh untuk mempertahankan 
kedaulatan wilayahnya. Jika kita lihat sejarahnya, setelah perang dunia pertama be-
rakhir, disepakati bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh 
berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dimuat dalam Pasal 1 
Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 tersebut. 
Dalam hubungan ini, pengakuan kedaulatan di udara tidak terbatas pada 
negara anggota. Melainkan juga berlaku terhadap bukan negara anggota Konvensi 
                                                 




















Chicago 1944. Hal ini jelas dengan adanya istilah every state. Pasal 2 konvensi Chi-
cago 1944 lebih menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan Konvensi Chicago yang 
dimaksudkan adalah batas wilayah negara (state territory).137 Dengan demikian, 
secara tegas bahwa berlaku juga terhadap bukan negara anggota. Lebih lanjut wa-
laupun tidak secara tegas disebutkan, semua negara mengakui bahwa tidak ada 
negara mana pun yang berdaulat di laut lepas (high seas). Lebih lanjut Konvensi 
Chicago 1944 juga tidak membuat pengertian apa yang dimaksudkan dengan “wila-
yah udara” (airspace), namun demikian, pengertian tersebut dapat meminjam 
penafsiran Mahkamah Internasional (Permanent Court of International Justice) da-
lam kasus sengketa Eastern Greenland. Dalam kasus tersebut ditafsirkan The Nat-
ural meaning of the term is its geographical meaning, yaitu ruang di mana terdapat 
“udara (air).” Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan di terima oleh 
negara anggota Konvensi Chicago 1944 terus ke atas sampai tidak terbatas dan ke 
bawah pusat bumi sepanjang dapat di eksploitasi.138 
Demi pertimbangan keamanan negara, penerapan hak kontrol ruang udara 
oleh suatu Negara dipergunakan dengan kadar keketatan yang berbeda antara pen-
erapannya terhadap pesawat militer dan pesawat sipil Negara lain. Dalam Konvensi 
Paris 1919 maupun Konvensi Chicago 1944 hak kontrol terhadap pesawat militer 
asing adalah ketat dan maksimal dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan 
perkecualian (Pasal 32 Konvensi Paris dan Pasal 3 (c) Konvensi Chicago 1944). 
Berbeda dengan hak kontrol terhadap pesawat udara sipil asing yang mengandung 
perkecualian-perkecualian. 
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Dari uraian di atas jelaslah, bahwa bila diikuti prinsip-prinsip hukum se-
bagaimana dituangkan dalam konvensi-konvensi itu, maka dalam menangani ka-
sus-kasus pelanggaran udara, negara-negara harus menetapkan kadar penerapan 
kontrol yang berbeda, antara perlakuan terhadap pesawat  pelanggar (intruder) mi-
liter dan sipil.139 Tentunya terhadap pesawat militer, penggunaan kekerasan senjata 
atas dasar pertimbangan keamanan Negara menjadi hal yang lazim dan sangat wajar 
dilakukan, berbeda dengan pesawat sipil yang dengan cara apapun penggunaan 
kekerasan senjata tidak dapat dibenarkan. Hak kontrol negara yang keras dan 
maksimal atas wilayah udaranya seharusnya hanya ditujukan terhadap pesawat mi-
liter Negara lain, di mana faktor pertimbangan keamanan Negara menjadi alasan 
utamanya. 
Jika Memang rudal balistik atau pun pesawat militer ketahuan melakukan 
penerbangan di atas ruang udara negara lain  tanpa izin ke suatu wilayah udara, 
maka dalam 30 menit setelah di ketahui memasuki wilayah udara tanpa izin akan 
diberlakukan status alertfa atau peringatan awal oleh pusat pengontrol lalu lintas 
udara di negara tersebut, jika 30 menit kemudian tetap tidak ada kontak radio atau 
komunikasi apapun maka statusnya naik menjadi incerfa yaitu tindakan pengusiran 
dengan pengiriman 1 skuadron pesawat tempur tetapi belum diberi izin untuk 
melakukan serangan (dogfight) dan jika 30 menit kemudian tetap tidak ada peru-
bahan maka statusnya akan menjadi destressfa yaitu perintah untuk menembak 
jatuh. 140 Namun tahapan-tahapan ini bisa di persingkat dari alertfa menjadi 
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destressfa jika pesawat penyusup tersebut langsung melakukan manuver me-
nyerang dan melakukan baku tembak secara langsung. 
Sebagaimana pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago I944 
yang menyebutkan bahwa “setiap negara peserta mengakui bahwa setiap negara 
mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di atas territorial-
nya",141 maka sebuah negara baik yang hanya memiliki wilayah teritorial darat 
maupun yang memiliki wilayah teritorial darat dan laut secara otomatis juga mem-
iliki kedaulatan negara di ruang udara yang sama luas dengan wilayah dibawanya 
yang bersifat penuh dan mutlak. Karena sifat penuh dan mutlak yang dimiliki oleh 
kedaulatan negara di ruang udara, maka negara yang memiliki kedaulatan udara 
tersebut tentu memiliki konsekuensi berkenaan dengan kedaulatan udara yang di-
milikinya. Konsekuensi negara tersebut meliputi:142 
l. kekuasaan negara terhadap kedaulatan negara di ruang udara yang dikuasainya. 
2. tanggung jawab yang dipikul oleh negara selaku penguasa kedaulatan negara di 
ruang udara. 
Terhadap kedaulatan udara yang dikuasainya, negara berkuasa 
berkewajiban dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan kedaulatan negara 
di ruang udara dan bertanggung-jawab dalam hal keamanan baik itu menjaga kea-
manan nasional negara tersebut maupun menjaga keamanan secara internasional. 
Termasuk bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kedaulatan udara di wila-
yah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Konvensi Chicago 1944 men-
jelaskan mengenai teritorial/wilayah yang menjelaskan bahwa “wilayah darat dan 
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perairan, laut teritorial yang terletak padanya berada di bawah kedaulatan, per-
lindungan atau mandat dari negara“.143 
4.2.3 Akibat Hukum Melintasnya Rudal Jelajah Di Wilayah Kedau-
latan Udara Negara Lain 
Sebagaimana dijelaskan pada sub bab terdahulu bahwa melintasnya rudal 
jelajah seperti rudal jelajah milik Korea Utara yang melintasi Jepang merupakan 
fenomena yang terjadi dalam dunia penerbangan karena walaupun tanpa bantuan 
reaksi udara, rudal jelajah tersebut dapat terbang dengan jarak yang jauh dan ber-
manuver sebagaimana pesawat udara yang dapat terbang karena adanya reaksi 
udara. Disamping itu Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 sama sekali 
tidak mempersoalkannya karena rudal jelajah dapat terbang bukan karena reaksi 
udara melainkan karena gaya tolak sehingga tidak terdapat aturan dalam kedua 
Konvensi tersebut mengenai ketentuan terbang dari rudal jelajah. Dan yang lebih 
fenomenal lagi adalah pada saat terbang melintasi negara lain, rudal jelajah tersebut 
membawa Hulu ledak (warhead) yang sangat berpotensi membahayakan kesela-
matan warga negara kolong jika terjadi kesalahan teknis lain yang mungkin ter-
jadi.144 Dengan  tidak adanya ketentuan mengenai aturan terbang rudal jelajah teru-
tama pada saat melintasi kedaulatan udara negara lain, maka hal ini menimbulkan 
kerancuan pada akibat hukum yang ditimbulkan atas melintasnya rudal jelajah ter-
sebut apakah dapat dikatakan Sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan udara 
ataukah tidak. 
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Merujuk ketentuan pada pasal 1 Konvensi Paris l9l9 dan Konvensi Chi-
cago 1944 yang menyebutkan bahwasanya “setiap negara peserta mengakui bahwa 
setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak di wilayah udara di 
atas teritorialnya", maka berdasarkan ketentuan tersebut. walaupun dalam Kon-
vensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang 
rudal jelajah,145  Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 hanya mengatur 
mengenai ruang udara. Dalam Pasal 3 huruf c Chicago Covention 1944 menyatakan  
“No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State 
or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in 
accordance with the terms thereof”.146  
Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pesawat militer 
tidak memiliki hak untuk melintasi ruang udara suatu negara. 
Sifat ruang udara nasional adalah tertutup baik bagi pesawat sipil maupun 
militer, sehingga di ruang udara nasional tidak mengenal adanya hak lintas damai 
pihak asing seperti pada wilayah laut. Semenjak dibentuknya UNCLOS 1982 ked-
aulatan wilayah udara Jepang mengalami pembaharuan, Ketentuan Pasal 53 kon-
vensi tersebut menyatakan bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur 
laut dan rute penerbangan di atas wilayahnya. Jepang sebagai negara kepulauan 
diwajibkan menyediakan alur laut kepulauan untuk jalur lintas damai untuk kapal 
asing di mana hal tersebut juga berlaku untuk pesawat asing baik sipil maupun mi-
liter di wilayah udara di atasnya Melalui Alur Laut Kepulauan Jepang, pesawat mi-
liter asing diberikan hak untuk dapat melintasi wilayah udara Indonesia namun 
hanya sebatas penerbangan yang dilakukan secara normal semata-mata untuk 
melakukan transit yang terus- menerus, langsung dan secepat mungkin (Pasal 53 
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ayat (3) UNCLOS 1982).147 Pesawat militer asing diizinkan untuk melintas di atas 
wilayah ini tanpa memerlukan izin dari Pemerintah Jepang. Namun hanya untuk 
penerbangan militer untuk keperluan damai, bukan untuk uji coba rudal balistik 
seperti yang dilakukan Korea Utara. Karena melintasnya rudal jelajah di wilayah 
kedaulatan udara negara lain tidak dibenarkan, karena dengan terbang dan 
melintasnya rudal jelajah tersebut maka kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang 
bersangkutan menjadi tereduksi unsur penuh dan kemutlaknnya. Maka jika 
demikian yang terjadi maka Korea Utara sebagai pemilik rudal jelajah yang 
melintasi negara Jepang yang juga merupakan negara peserta dalam Konvensi, 
tidak mengakui kedaulatan penuh dan mutlak di wilayah udara di atas teritorial Je-
pang.  
Dengan demikian maka Korea Utara telah melanggar kedaulatan udara Je-
pang karena tidak mengindahkan unsur penuh dan mutlak yang melekat pada ked-
aulatan udara Negara Jepang tersebut sebagaimana ketentuan pada pasal l Konvensi 
Paris 19l9 dan Konvensi Chicago I944. Karena Jepang melakukan kerjasama per-
tahanan yang erat dengan Amerika Serikat, maka ketika suatu negara melakukan 
aksi militer ilegal terhadap Jepang yang dapat mengarah pada agresi tidak langsung, 
tindakan pencegahan harus segera diambil untuk menghadapinya dan mengen-
dalikan keadaan sedini mungkin. Jepang harus memiliki struktur pertahanan yang 
dapat segera merespons berbagai tipe dan skala agresi dengan mengintegrasikan 
fungsifungsi pertahanannya dan mempertahankan serta meningkatkan kredibilitas 
pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat. 
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4.2.4 Kesepakatan Negara Pemilik Rudal Jelajah Dengan Negara 
Pemilik Kedaulatan Udara 
Dalam konvensi Chicago sendiri angkutan udara dibagi menjadi civil air-
craft dan state aircraft. Setiap negara anggota Organisasi Penerbangan Internasional 
berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya, 
baik untuk operasi penerbangan nasional maupun internasional yang berasal atau 
ke negara tersebut. Namun demikian Bila negara tersebut mengeluarkan peraturan 
harus mempertimbangkan keselamatan penerbangan sipil yang dalam hali ini di-
maksudkan yaitu untuk penerbangan komersial lintas negara, bukan hanya untuk 
penerbangan untuk kepentingan militer semata. Dengan demikian diperlukan 
adanya suatu standari Standarisasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya per-
samaan peraturan penerbangan di setiap Negara yang meratifikasi Konvensi Chi-
cago 1944. Terciptanya suatu standarisasi global maka akan menambah tingkat kea-
manan dan keselamatan penerbangan komersial secara keseluruhan. 
Secara hukum internasional (khususnya hukum udara) dan berlandas kan 
kepada doktrin kedaulatan, setiap Negara berhak mengatur segala sesuatunya yang 
berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan bagi setiap pen-
erbangan udara di wilayahnya (Pasal 12 Konvensi Chicago 1944). Hukum dan reg-
ulasi penerbangan internasional yang berlaku apabila melewati kedaulatan ruang 
udara suatu negara kolong adalah hukum nasional Negara kolong tersebut, kecuali 
pesawat udara yang terbang di atas laut lepas akan berlaku hukum internasional 
sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 beserta peraturan pelaksa-
naannya. Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium yang menyebutkan, bahwa 



















sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala - galanya yang berada di atas 
permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam tanah. 
Menurut dalil tersebut, apabila suatu negara memiliki tanah, maka dengan 
sendirinya negara itu akan memiliki ruang udara di atasnya. Maka Korea utara se-
bagai pemilik rudal balistik yang melintas di atas kedaulatan udara Jepang, yang 
dalam kasus ini yaitu Jepang bertanggung jawab penuh atas kejadian uji coba  pe-
luncuran rudal Hwasong-12 pada Selasa 29 Agustus 2017  sebagaimana yang telah 
diatur pada Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 Non Scheduled Flight dan Scheduled 
Flight.148 
Korea Utara dan Jepang tidak memiliki kesepakatan mengenai Perizinan 
penggunaan kedaulatan udara Jepang yang digunakan sebagai lalu lintas bagi 
kepentingan militer Korea utara dalam uji coba rudal balistik miliknya. Maka 
melintasnya rudal balistik Korea Utara di atas kedaulatan ruang udara Jepang meru-
pakan suatu bentuk pelanggaran kedaulatan di ruang udara. Hal ini dikarenakan 
peluncuran rudal balistik Korea Utara tidak mendapatkan izin oleh Jepang selaku 
pemilik, penanggung jawab dan penjaga kedaulatan udara di territorialnya masing-
masing. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 32 Konvensi 
Paris I9I9, pasal 3 dan 6 Konvensi Chicago 1944 yang memiliki substansi bahwa:149  
“Pesawat-pesawat publik terutama militer hanya dapat melintasi suatu 
wilayah setelah mendapatkan otorisasi sebelumnya dari negara pemilik teritorial. 
Pesawat-pesawat publik tersebut menikmati kekebalan-kekebalan bila pen-
erbangan yang dilakukan telah diizinkan sebelumnya dan mencabut kekebalan-
kekebalan tersebut bila terjadi pelanggaran“. 
 Ketentuan di atas memang tidak menjelaskan mengenai rudal balistik 
melainkan menjelaskan mengenai pesawat publik. Namun mengingat tidak adanya 
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aturan mengenai penerbangan alat/benda non pesawat udara Seperti rudal balistik 
yang menyebabkan rudal jelajah menjadi permasalahan baru dalam dunia pen-
erbangan. mengakibatkan adanya keter paksaan untuk menerapkan ketentuan da-
lam Konvensi Paris. 1919 dan Konvensi Chicago 1944 pada rudal jelajah di mana 
ketentuan tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pesawat udara. Hal tersebut akan 
terus menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan karena hingga saat ini masih 
belum terdapat sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai pe-
luncuran dan pengaturan rute terbang rudal balistik yang melintasi wilayah kedau-
latan udara negara lain. Perlu di ingat bahwasanya kejadian itu tidak hanya sekali 
terjadi. Maka, selama masih belum ada instrumen hukum yang mengatur mengenai 
penggunaan dan peluncuran rudal balistik yang melintasi wilayah udara negara lain. 
































1. Berdasarkan apa yang sudah penulis analisis dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum uji 
coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas kedaulatan  
Negara Jepang adalah illegal karena: 1. Pelanggaran kedaulatan wilayah negara 
lain. 2. Tidak di tujukan untuk kepentingan damai. 3. Korea Utara bukanlah 
Nuclear Weapon States (NWS).  
2. Akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di 
atas kedaulatan  Negara Jepang adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 
tiga resolusi yaitu resolusi nomor 1718,1874, dan 2087 yang mengakibatkan 
Korea Utara mendapatkan beberapa sanksi berupa melarang perdagangan 
semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan 
penggeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, meman-
tau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai menanggalkan semua 
senjata nuklir serta program nuklirnya, juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih 
lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau pro-
vokasi lebih lanjut. 
5.2 Saran 
Tidak adanya aturan-aturan dalam hukum udara yang mengatur mengenai pen-



















baru dalam hukum udara. Permasalahan tersebut menjadi kian rumit ketika 
teknologi rudal jelajah tersebut semakin canggih sehingga mampu terbang jauh 
melintasi wilayah kedaulatan udara negara lain dengan membawa hulu ledak (war-
head). Maka dalam permasalahan ini saya mempunyai 2 (dua) buah saran: 
1. Dewan Keamanan harus terlebih dahulu menyamakan persepsinya 
mengenai tingkat ancaman dari tindakan Korea Utara tersebut terhadap 
perdamaian dan keamanan internasional untuk dapat mengambil tindakan 
yang lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah uji coba pe-
luncuran rudal balistik. Oleh sebab itu maka masalah perdamaian dan kea-
manan internasional harus ditempatkan diatas kepentingan ekonomi dan 
politik. Serta Dewan Keamanan harus mengambil tindakan yang lebih 
serius baik melalui upaya dialog maupun tindakan pemaksaan (misalnya 
embargo ekonomi dalam skala yang lebih besar) untuk dapat membujuk 
ataupun memaksa Korea Utara untuk menghentikan dan melucuti program 
pengembangan persenjataan nuklirnya. 
2. Negara-negara yang telah meretifikasi Konvensi Chicago 1944 diharapkan 
agar menambahkan mengenai ketentuan yang mengatur tentang rudal jela-
jah jarak jauh lintas negara. Dan mengingat krusialnya dampak yang ditim-
bulkan akibat peluncuran rudal jelajah jarak jauh lintas negara tersebut, 
sebaiknya Dewan Keamanan PBB segera menyusun konvensi yang khusus 
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